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MOTTO 
 
ََيََنْيِذَّلاَاَهّـَُيأَآـَآْوُـنَمٰأََْمُكْنِمَِرْمَْلْاَِلُِوأَوََلْوُسَّرلاَاوُع ْـيِطَأَو ََللهاَاوُع ْـيِطَأ  ٍَۖءْيَشَْفَِْمُتْعَزاَنَـتَْنَِإف
َِرِخْلْاَِمْوَـيْلاَوَِللهاَِبنْوُـنِمْؤُـتَْمُتْنَُك ْنِإَِلْوُسَّرلاَوَِللهاََلِِإَُهْوُّدُرَـف  ًَۖلْيِوَْأتَُنَسْحَأَّوٌَر ْـيَخََكِل َٰذ 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
x 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Z|ukira 
3. ةهري Ya z|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح H{arla 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
xi 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at{fa>l / raud}atul at{fa>l 
2. ةحلط T{alh{ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
xii 
 
2. لّصو Nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّسلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhu z|u>na 
3. ؤىلا An-Nauꞌu 
 
 
xiii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 و ام دمحم لىسزلاإ Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 
 هيملاعلا بز للهدمحلا Al-h{amdu lilla>hi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسلاسيخ ىهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
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ABSTRAK 
 
Farchana Haryumeinanda, NIM: 142.111.126, “Pencabutan Subsidi 
Tarif Dasar Listrik (TDL) Berdasarkan Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 
Dan Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 Dalam Pandangan Maqās}id Asy-
Syarīʻah” 
Dalam UU No 3 Tahun 2007 tentang Energi menyebutkan bahwa 
Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak 
mampu. Pada awal tahun 2017 subsidi tidak diberikan pada seluruh konsumen 
rumah tangga. Hanya golongan rumah tangga berdaya 450 VA yang mendapatkan 
subsidi, dan golongan rumah tangga berdaya 900 VA akan dicabut subsidinya. 
Kenyataannya pencabutan subsidi ini memberatkan masyarakat, dan disisi lain 
tujuannya adalah untuk menghemat APBN.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan pemerintah 
terhadap pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menjelaskan tindakan 
pemerintah tersebut dalam pandangan maqa>sid asy-syari>’ah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, menggunakan metode 
deduktif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemerintah 
terhadap kebijakan pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik berdasarkan Peraturan 
Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 
2016 adalah sebagai berikut: Menghemat APBN, tepat sasaran dan pemerataan 
pemenuhan kebutuhan listrik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu:Nilai tukar mata uang Dollar 
Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), Indonesia Crude Price (ICP) dan 
Inflasi. Pencabutan Subsidi Listrik ini sesuai dengan maqa>sid asy-syari>’ah pada 
konsep Maqa@s}id Umum (al-maqa>s}id al-‘a>mmah), maqa@s}id yang menciptakan 
keadilan dan kemudahan dalam kebutuhan masyarakat. Kebijakan pencabutan 
subsidi listrik tepat sasaran sesuai dengan kebijakan listrik yang berkeadilan 
dalam memberikan subsidi bagi yang kurang mampu dan mencabut subsidi bagi 
yang mampu. Serta memberikan kemudahan dengan pemerataan aliran listrik 
kepada masyarakat di daerah terpencil yang belum teraliri listrik. 
 
Kata Kunci : Subsidi, Tarif Dasar Listrik, dan Maqa>sid Asy-Syari>’ah 
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ABSTRACT 
 
Farchana Haryumeinanda, NIM: 142,111,126, "The Lifting Of Subsidies 
On Basic Electricity Tariffs (TDL) Based On Permen ESDM No. 28 Tahun 
2016 And Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 In View Maqās}id Asy-Syarīʻah" 
UU No 3 of 2007 on Energy states that the Local Government provides 
subsidy funds for the community groups can not afford. In early 2017 subsidies 
were not given to all household consumers. Only 450 VA households are 
subsidized, and the 900 VA households will be deprived of their subsidies. 
Subsidies in public policy by the Indonesian government often create positive 
impacts and negative impacts. In fact, the revocation of these subsidies is 
burdensome among the people, and on the other hand the goal is to save the state 
budget. 
So the purpose of this study is to explain the government's consideration of 
the abolition of the Basic Electricity Tariff subsidy (TDL) and explain the 
government's actions in the view of maqa>sid asy-syari> ah. 
This research is a library research, using deductive method with qualitative 
approach which produce descriptive. 
The result of this research shows that the consideration of the 
Government's policy towards the lifting of subsidy on the electric base rate based 
on Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 and Peraturan Menteri ESDM 
No.29 Tahun 2016 are as follows: Save APBN, is right on target and equitable 
fulfillment of need electricity. There are several factors that can affect the cost of 
principal the provision of electricity, namely: currency exchange rate U.S. Dollar 
against Rupiah currency (exchange rate), the Indonesia Crude Price (ICP) and 
inflation. The lifting of subsidy on Electricity in accordance with maqa>sid asy-
syari>’ahon the concept of al-maqa>s}id al-‘a>mmah), maqa@s}id that creates the justice 
and easy in the need of the community. The lifting of subsidy on electricity policy 
is right on target in accordance with the policy on equitable power in providing 
subsidy for the less able and revoke subsidy for the able. As well as provide easy 
with even distribution of power to communities in remote area who has not 
flowed of electricity. 
 
Keywords: Subsidy, Basic Electricity Tariffs (TDL), and Maqās}id Asy-
Syarīʻah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tenaga 
pembangkitan listrik, salah satu yang terbesar adalah PT. PLN (Persero) 
yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Segala kehidupan 
manusia di dunia ini tidak lepas dari listrik. Listrik adalah sumber utama 
pada masyarakat untuk melakukan segala bentuk aktivitas. Pemerintah 
memberikan subsidi listrik kepada masyarakat yang kurang mampu 
sehingga masyarakat dengan adanya pemberian subsidi listrik ini dapat 
meringankan kebutuhannya. Sesuai UU No. 3 Tahun 2007 tentang Energi 
pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
1
 
Kemudian juga dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan pasal 4 bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok 
masyarakat tidak mampu.
2
 
Pada awal tahun 2017 subsidi tersebut sudah tidak diberikan pada 
seluruh  konsumen rumah tangga, sehingga di tahun 2016 yang pada 
dasarnya seluruh konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA 
                                                          
1
 Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Energi. 
2
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
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menerima subsidi listrik, dengan dicabutnya subsidi ini maka hanya 
konsumen berdaya 450 VA yang mendapatkan subsidi. 
Secara umum kebijakan energi nasional lebih bertumpu pada energi 
yang berasal dari fosil, terutama bahan bakar minyak (BBM). Khusus 
tentang penyediaan penyediaan listrik dari kapasitas PLN yang terpasang, 
sebesar 72,85% energi dihasilkan dari bahan bakar fosil yang terdiri dari: 
28,58% berasal dari pembangkit berbahan bakar gas, 25,28% dari minyak 
bumi, dan 18,99% berasal dari batu bara. Sedangkan tenaga listrik yang 
dihasilkan oleh tenaga air sebesar 11,96% dan yang dihasilkan oleh panas 
bumi sebesar 1,51%. Harga BBM yang mencapai antara 60-70 US dollar per 
barel berdampak terhadap semakin mahalnya biaya penyediaan tenaga 
listrik nasional.hal ini diperumit lagi dengan kemampuan negara untuk 
menanggung subsidi semakin menurun, sehingga TDL selalu mengalami 
kenaikan secara signifikan.
3
  
Berhubungan dengan ini bahwa cadangan minyak nasional 
diindikasikan semakin menipis pada tahun 2000. Indonesia akan menjadi 
pengimpor minyak, sedangkan cadangan batubara dan gas bumi akan 
terbatas menjadi sumber energi primer karena peranannya bergeser menjadi 
komoditi ekspor, secara akumulatif menyebabkan pengembangan panas 
                                                          
3
 Joko Waluyo, SE, MSE, “Kebijakan Energi Nasional Terhadap Kapasitas Listrik”, 
alpensteel,com, diakses dari http://www.alpensteel.com/article/126-133-energi-lain-lain/2334--
kebijakan-energi-nasional-terhadap-kapasitas-listrik, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 
18.41WIB. 
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bumi berjalan lambat dan akhirnya membawa konsekuensi biaya tinggi yang 
tercermin oleh tingginya harga jual listrik.
4
 
Menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka 
mengatakan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (3/1/2017), "Mulai 
1 Januari 2017 terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah 
tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan 
golongan tarif R-1/900 VA,”5 dengan demikian karena adanya pencabutan 
subsidi pada sebagian pelanggan di golongan ini per 1 Januari 2017, maka 
pelanggan dengan daya 900 VA dipisahkan menjadi rumah tangga mampu 
dan rumah tangga miskin. 
Kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA yang 
biasanya digunakan rakyat kecil dari Rp.605/kWh akan menjadi 
Rp.1467,28/kWh. Kenaikan Tarif Dasar Listrik akan melalui 3 tahap yang 
di mulai 1 Januari 2017, yakni 1 Januari 2017 menjadi Rp.791/kWh, 
Kenaikan berikutnya adalah 1 Maret 2017 menjadi Rp.1.034/kWh, dan 1 
                                                          
4
 Elektro Indonesia, Maret 1998, edisi ke Dua Belas, “Prospek Bisnis Panas Bumi Edisi 
ke Dua Belas”, Elektroindonesia.com, diakses dari 
https:www.elektroindonesia.com/elektro/utama12.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 
22.30WIB. 
5
 Septian Deny. 03 Januari 2017 10:00 WIB. “Ini Tahapan Kenaikan Tarif Listrik 
Pelanggan Mampu 900 VA”, Liputan6.com, diakses dari 
http://bisnis.liputan6.com/read/2694411/ini-tahapan-kenaikan-tarif-listrik-pelanggan-mampu-900-
va, pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 12:12WIB. 
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Mei 2017 menjadi Rp.1.352/kWh. Terakhir, pada 1 Juli 2017 menjadi 
Rp.1467,28/kWh.
6
 
Subsidi dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia 
seringkali menciptakan pro kontra, dampak positif dan dampak negatif. 
Kebijakan subsidi tersebut pada umumnya akan berdampak pada berbagai 
aspek kehidupan sebagian besar masyarakat, Sehingga akibat pencabutan 
subsidi tarif dasar listrik ini memberatkan kalangan masyarakat dan menjadi 
dilema masyarakat, Pengeluaran masyarakat miskin untuk membayar listrik 
sangat memberatkan jika subsidi dicabut. Menurut pengamat ekonomi 
Faisal Basri pencabutan subsidi listrik ini dikhawatirkan akan menambah 
jumlah orang miskin. Karena listrik memiliki porsi besar dalam pola 
konsumsi masyarakat miskin. Bila subsidi sudah tidak ada lagi, akan 
membuat pengeluaran masyarakat miskin meningkat untuk membayar listrik 
jika terjadi kenaikan tarif.
7
 
Selain itu dalam sebuah tulisan mahasiswa pada hari Selasa, 10 
Januari 2017 oleh Kementerian Politik dan Propaganda BEM KM UNSRI 
2017 dan Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggugat yang berjudul 
Darurat Kebijakan Tak Pro Rakyat “Kado Pahit Awal Tahun 2017”. Tulisan 
                                                          
6
 Deni Yudiawan. 03 Januari 2017 11:12 WIB. “Awal Tahun 2017 Tarif Listrik Naik 
Lagi”, Pikiran-rakyat.com, diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/01/03/awal-
tahun-2017-tarif-listrik-naik-lagi-389515, pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 13.02 WIB.  
7 Pebrianto Eko Wicaksono. 27 Sep 2016, 10:15 WIB. “Pencabutan Subsidi Listrik Bisa 
Tambah Jumlah Orang Miskin”, Liputan6.com, diakses dari 
http://bisnis.liputan6.com/read/2611808/pencabutan-subsidi-listrik-bisa-tambah-jumlah-orang-
miskin, diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.42WIB. 
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tersebut menjelaskan ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro 
rakyat dan menambah kesengsaraan rakyat, dan salah satu kebijakannya 
adalah kebijakan pencabutan subsidi tarif dasar listrik (TDL). Dengan 
demikian mereka mempertanyakan tentang hal yang melatarbelakangi 
pencabutan subsidi secara bertahap serta ketidaksesuaian sasaran subsidi 
listrik yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga di akhir tulisan 
tersebut, mereka menuntut dan mendesak agar membatalkan kenaikan TDL 
(Tarif Dasar Listrik) yang akan menyengsarakan rakyat di tengah kondisi 
masyarakat yang sulit.
8
 
Dan dalam berita disebutkan bahwa pencabutan subsidi listrik ini juga 
berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat sehingga ekonomi suatu 
negara justru tidak akan bertambah maju. Masyarakat yang tadinya bisa 
membelanjakan uangnya lebih besar untuk makan, misalnya, kini harus 
digunakan untuk membayar listrik. Dibuktikan oleh ekonom senior Rizal 
Ramli yang mencontohkan pada lebaran tahun 2017 di Pasar Tanah Abang 
yang disana penjualan hanya mencapai 20 persen jauh dibandingkan lebaran 
sebelumnya.
9
  
                                                          
8
 Yandi Triansyah. Kamis, 5 Januari 2017, 17:31 WIB. “Presiden BEM Unsri: 
Pemerintahan Jokowi tak Pro Rakyat”, Palembang.tribunnews.com. diakses dari 
https://www.google.co.id/amp/palembang.tribunnews.com/amp/2017/01/05/presiden-bem-unsri-
pemerintah-jokowi-tak-pro-rakyat, diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 19.25WIB. 
9
 Auriza Satifa, 10 Juli 2017, 07:07 WIB. “5 Dampak Buruk Pencabutan Subsidi Listrik 
Ini Seharusnya Tidak Terjadi, Jika Pemerintah Tidak Mengambil Jalan Pintas Untuk Menghemat 
Aggaran”, Koranperjoeangan.com. diakses dari http://www.koranperjoeangan.com/5-dampak-
buruk-pencabutan-subsidi-listrik-ini-seharusnya-tidak-terjadi,-jika-pemerintah-tak-mengambil-
jalan-pintas-untuk-menghemat-aggaran/, diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19.14 WIB. 
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Disisi lain menurut Menteri ESDM, pemerintah melakukan 
pencabutan subsidi listrik ini dilakukan untuk menghemat APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) dan subsidi tersebut di alih fungsikan 
untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih manfaat.
10
 
Permasalahannya adalah masyarakat hidup dalam kondisi yang 
multidimensional. Berbagai kondisi sosial dan psikologis masyarakat, nilai-
nilai, preferensi serta pilihan publik sangat patut dipertimbangkan dalam 
proses formulasi kebijakan publik. Sehingga rasionalisasi ekonomi 
seringkali tidak bisa diterima dalam konteks sosial kemasyarakatan. 
Dalam hal ini sesuai Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII 
DPR RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik 
dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya 
mampu, sehingga Kementerian ESDM menerbitkan peraturan sebagai 
berikut:  
1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga 
Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap 
rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya 
disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan 
rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan 
diberikan subsidi listrik.  
2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme 
Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, bahwa 
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 Menteri ESDM, Pengurangan Subsidi Listrik Golongan Tertentu Melalui Penyesuaian 
Tarif Tenaga Listrik” dikutip dari http://www.djk.esdm.go.id/index.php/layanan-info-pub/2016-
01-08-03-54-21/tarif-tenaga-listrik, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 06.30WIB.  
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terdapat mekanisme dan tata cara pemberian subsidi tarif dasar listrik 
bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu. 
Walaupun hal ini juga tidak lain dari kebijakan pemerintah Indonesia 
yang mana pemerintah mempunyai kebijakan yang tetap 
mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sehingga kebijakan pemerintah 
harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan 
tertentu bahkan diri sendiri. Begitupun kebijakan untuk menciptakan 
kesejahteraan untuk semua warganya dan memiliki kewenangan untuk 
mengelola semua sumber daya yang sebesar-besarnya yang ada di Indonesia 
bagi kesejahteraan rakyat. 
Kebijakan pemerintah harus diketahui dan dimengerti hakikat dari 
kebijakan tersebut, artinya harus mengetahui apa yang menyebabkan 
keluarnya kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut harus diambil 
oleh pemerintah, dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga 
pemerintah mengetahui dampak positif dan negatif apa yang nantinya 
dirasakan masyarakat akibat adanya kebijakan mereka. Jika memang 
kebijakan tersebut akan menyengsarakan rakyat, maka tentu pemerintah 
tidak akan mengeluarkan kebijakan tersebut.  
Dalam konteks kajian ilmu Us}hu>l Fiqh dan Qawa>’id Fiqh terdapat 
kaidah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan, yakni: 
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 ِةَحَل أصَمألِاب ٌط أو ُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع مِاَم ِألْا ُفُّرَصَت 
Artinya : 
Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 
kemaslahatan.
11
 
 
Pentingnya penelitian ini, diketahui bahwa syari’at pada prinsipnya 
mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari’at Islam 
(maqa>sid asy-syari>’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat 
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam 
secara keseluruhan yang rah}matan lil ‘alami>n. Dalam konteks kehidupan 
modern, mashlahat sangat menentukan arah percepatan peradaban Islam 
dalam keterlibatannya dengan isu-isu kontemporer.
12
 Salah satunya 
mengenai kebijakan Menteri ESDM tentang pencabutan tarif dasar listrik, 
melihat kebijakan subsidi ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. 
Maka dalam hal ini penulis lebih banyak mengkaji tentang Apakah 
landasan terhadap kebijakan pemerintah yaitu berhubungan dengan 
pencabutan tarif dasar listrik ini dapat dibenarkan menurut konsep maqa>sid 
asy-syari>’ah. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
akan dibahas adalah : 
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 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), hlm. 95. 
12
 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: 
Teras, 2011),  hlm. 119. 
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1. Bagaimana pertimbangan pemerintah terhadap pencabutan subsidi 
Tarif Dasar Listrik (TDL) ? 
2. Bagaimana pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) ditinjau dari 
teori maqa>sid asy-syari>’ah ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk : 
1. Menjelaskan pertimbangan pemerintah terhadap pencabutan subsidi 
Tarif Dasar Listrik (TDL). 
2. Menjelaskan tindakan Pemerintah dari teori maqa>sid asy-syari>’ah. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian sendiri diharapkan berguna, baik itu secara teoritis maupun 
praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan 
dengan ilmu perundang-undangan, ilmu pemerintahan, hukum 
ekonomi, serta ilmu Us}u>l Fiqh yaitu metode maqa>sid asy-syari>’ah. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
pembuatan dan pelaksana kebijakan dalam hal ini : 
a. Pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 
Indonesia agar membuat Perundang-undangan yang memberi 
manfaat bagi masyarakat. 
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b. Serta diharapkan berguna dan bermanfaat bagi praktisi, institusi 
terkait dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
E. Kerangka Teori 
Adapun teori yang digunakan dalam meneliti masalah ini adalah teori 
maqa>sid asy-syari>’ah. Maqa>sid asy-syari>’ah  merupakan term berbahasa 
Arab terdiri atas dua kata yakni maqa>s}id dan syari>’ah. Maqa>s}id merupakan 
kata jamak dari maqsu>dun yang berarti tempat tujuan, sasaran.13 Sedangkan 
syari>’ah secara bahasa berarti jalan ke air.14 Kemudian dalam syari’at Islam 
bermakna jalan atau metode islam.
15
 Untuk mengenal maksud Allah 
(maqa>sid asy-syari>’ah), Al-Syatibi berpendapat dalam buku karangan 
Hamka Haq bahwa memahami mas}hlah}ah dengan tiga tingkatanya, yakni 
d}aruriyya>t, ha>jiyya>t dan tahsi>niyya>t.16 
Tingkatan d}aruriyya>t merupakan aspek tingkatan tertinggi yang harus 
selalu ada dalam penetapan syari’ah, yaitu mewujudkan kemashlahatan 
agama dan dunia. Ketiadaan mas}lah}ah d}aruriyya>t akan menyebabkan 
kerusakan dan kehancuran manusia di dunia dan di akhirat.
17
 Tingkatan 
d}aruriyya>t ini meliputi lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
                                                          
13
 S. Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap, Mudah dan Praktis), 
(Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 673. 
14
 Ibid., hlm. 371. 
15
 Muhammad Said Al-Asymawi, Nalar Kritis Syari’ah, terj. Luthfi Thomafi, 
(Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), hlm. 23. 
 
16
 Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-
Muwafaqat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 25. 
17
 Sulhani Hermawan, “Konsep dan Klasifikasi Umum Maqa>sid Asy-Syari>’ah Asy-
Syatibi”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 2, 2009, hlm. 55. 
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keturunan, dan harta.
18
 Tingkatan berikutnya adalah ha>jiyya>t, yaitu aspek 
tingkatan yang dibutuhkan untuk memberikan keleluasaan dan 
menghilangkan kesempitan serta kesulitan bagi kehidupan manusia. 
Ketiadaan aspek hajiyah ini tidak sampai menimbulkan kerusakan pada 
sendi-sendi kehidupan manusia. Sedangkan tingkatan terakhir adalah 
tahsi>niyya>t, merupakan aspek tingkatan yang menjadi pelengkap dan 
Mah}a>sin al-‘adat serta maka>rim al-akhlaq wa al-adab. Urgensi aspek 
tahsi>niyya>t, secara otomatis berada di bawah urgensi kedua aspek 
sebelumnya.
19 
Sedangkan menurut cendekiawan Muslim modern dan kontemporer 
yang dikuti oleh Yaseer Auda  memperkenalkan konsep dari jangkauan 
maqa>sid asy-syari>’ah menjadi tiga tingkatan20: 
1. Maqa>sid Umum (al-maqa>sid al-‘a>mmah): Maqa>sid ini dapat ditelaah 
seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan 
tersebut diatas, ditambah usulan maqasid baru seperti “keadilan” dan 
“kemudahan”. 
2. Maqa>sid Khusus (al-maqa>sid al-khassah): Maqa>sid ini dapat 
diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti 
keesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari 
                                                          
18
 Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah ..., hlm. 4. 
19
 Sulhani Hermawan, “Konsep dan Klasifikasi Umum ..., hlm. 55. 
20
 Yaseer Auda, Al- Maqāṣid Untuk Pemula, terj. Ali Abdelmin’im, (Yogyakarta: 
SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 13. 
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kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli 
dalam hukum ekonomi. 
3. Maqa>sid Parsial (al-maqa>sid al-juz’iyyah): Maqa>sid ini adalah 
maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti 
maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah 
saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan 
kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan 
maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat 
Muslim menimbun daging selama Idul Adha. 
Sedangkan menurut At}-T{a>hir bin A<syu>r yang dikutip Ahmad Hafidh 
mengklasifikasikan maqa>sid asy-syari >’ah dalam dua kelompok21: 
1. Maqa>sid al-‘a>mmah yang berupa makna dan hikmah yang ditekankan 
oleh Allah dalam menetapkan hukum. Hal itu meliputi pemeliharaan 
ketertiban, mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan, persamaan 
dan keadilan, dan sejenisnya. 
2. Maqa>sid al-kha>s}s}ah yang berupa tata cara pelakasanaan maqa>sid al-
‘a>mmah dan tata cara yang meliputi bidang-bidang mu’amalah seperti 
perdagangan, perkawinan, dan hubungan antar manusia. 
Sehingga untuk menjaga keharmonisan di dalam hubungan antar-umat 
atau h}ifz al-ummah menjadi landasan filosofis bagi Negara yang memiliki 
keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial-
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 Ahmad Hafidh, “Membaca Gelombang Pemikiran Mas}lah}ah dan Implikasinya dalam 
Pengkajian Hukum Islam Kontemporer”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 2, 2009,  
hlm. 35. 
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budaya. Menurut Ibn Asyur sebagaimana dikutip dalam buku karangan 
Yaseer Auda menjelaskan bahwa memberikan prioritas pada maqa>sid yang 
berkaitan dengan kepentingan “bangsa” atau umat di atas maqa>sid seputar 
kepentingan individual.
22
 Dalam kaidah fiqh dijelaskan: 
 ِةَّص َالخا ِةَحَل أصَ
لما يَلَع ُة َّماَعلا ُةَحَل أصَ
لما 
Artinya : 
Kemashlahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemashlahatan 
yang khusus.
23
 
Dengan demikian hubungan kesejahteraan bersama adalah peran 
pemerintah dalam perekonomian Negara. Menurut  Abdul Wahab Khalaf, 
untuk mengatur urusan umum dalam pemerintahan Negara dengan 
merealisasi asas kemashlahatan dan menolak bahaya selama tidak 
menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral, 
meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid.
24
 Pada kaidah fiqh 
dijelaskan : 
 ِدِس اَف
َ
لما ُءأرَدَو ِحِل اَصَمألا ُبألَج 
Artinya: 
Mendapatkan kemashlahatan dan menolah kemafsadatan.
25
 
                                                          
22
 Yaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa>sid Asy-Syari>’ah, terj. 
Rosidin, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 37. 
23
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 166. 
24
 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2005), hlm. 12. 
25
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah ..., hlm. 27. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan 
dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini berguna untuk 
menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, 
berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini tentunya berbeda dengan yang 
sudah ada. Di bawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan 
penelitian sebagai berikut: 
Skripsi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah 
IAIN Surakarta pada tahun 2016, yang berjudul “Analisis Maqa>sid Asy-
Syari>’ah  Terhadap Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1992 Tentang Dana Pensiun” penulis Ana Latifatuz Zahro. Dalam skripsi ini 
dijelaskan bahwa maqa>sid asy-syari>’ah dalam peraturan dana pensiun 
terlihat dari pertimbangan melestarikan pembangunan nasional, keadilan 
sosial, peningkatan motivasi ketenangan kerja dan kesejahteraan.
26
 Secara 
teori skirpsi ini membahas tentang maqa>sid asy-syari>’ah. Hanya saja yang 
membedakan di sini adalah analisis peraturan perundang-undangan. 
Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2016, 
yang berjudul “Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia 
Sebagai Bentuk Penyimpangan Mandat Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945” penulis Reza Rizky Farza. Dalam skripsi ini menganalisis 
mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 
dalam melakukan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak sebagai bentuk 
                                                          
26
 Ana Latifatuz Zahro, “Analisis Maqa>sid Asy-Syari>’ah  Terhadap Ketentuan Umum 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun”, Skripsi, tidak diterbitkan, 
Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. 115. 
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penyimpangan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berdampak terhadap rakyat Indonesia.
27
 Secara teori skripsi ini membahas 
masalah pencabutan subsidi, hanya saja yang membedakan disini adalah 
objek yaitu subsidi listrik dan BBM kemudian analisis perundang-
undangannya.  
Jurnal Administrasi Publik dari Jurusan Administrasi Negara Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung oleh 
Maria Rosarie Harni Triastuti dengan judul “Analisis Formulasi Kebijakan 
Kenaikan Tarif Listrik, Telepon Dan Bbm Di Tahun 2003: Disintegrate 
System Model Of Public Policy Toward Organizational Learning And 
Policy Change”, Volume 2, Nomor 1, April 2003, ISSN 1412-7040. Dalam 
jurnal ini dijelaskan bahwa kasus formulasi kebijakan kenaikan tarif listrik 
telepon dan BBM dapat ditelaah bagaimana dinamika kompetisi berbagai 
aktor politik (policy stakeholder) yang memperjuangkan kepentingannya. 
Sesuai dengan karateristik regime politik dan sistem politiknya, ada 
kecenderungan bahwa supra struktur politik regime politik yang berkuasa 
selalu memenangkan kompetisi kepentingan politiknya dengan 
mengabaikan impact dan effect kebijakan terhadap masyarakatnya.
28
 
                                                          
27
 Reza Rizky Farza, “Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia Sebagai 
Bentuk Penyimpangan Mandat Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pasundan, 2016, hlm. 34. 
28
 Maria Rosarie Harni Triastuti, “Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, 
Telepon Dan Bbm Di Tahun 2003: Disintegrate System Model Of Public Policy Toward 
Organizational Learning And Policy Change”, Jurnal Administrasi Publik, (Bandung), Vol. 2, 
Nomor 1, 2003, hlm. 71. 
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Sedangkan dalam skripsi ini pencabutan subsidi tarif listrik dengan analisis 
perspektif maqa>sid asy-syari>’ah. 
G. Metode Penelitian 
Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih 
metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara 
maksimal.  Metode penelitian ini terdiri dari : 
1. Jenis Penelitian 
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang 
diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka 
(library research). Jenis penelitian ini sumber data diperoleh dan digali 
dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, 
dan semua sumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. Adapun hal ini bahan pustaka yang 
berhubungan dengan pencabutan tarif dasar listrik dan maqa>sid asy-
syari>’ah. 
2. Pendekatan Penelitian 
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang 
diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum 
normatif. Penelitian hukum yang normatif (legal research) biasanya 
hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber 
data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-
undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan 
pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Itu pula sebabnya 
17 
 
 
 
digunakan analisis secara kualitatif (analisis normatif-kualitatif).
29
 
Yaitu penulis menggunakan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 
2016 dan Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 untuk 
dianalisis kedalam teori maqa>sid asy-syari>’ah. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah sumber bahan hukum yang dibutuhkan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan sumber data yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat. Dalam hal ini meliputi al Quran dan Hadits sebagai 
mashadir hukum dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan 
maqa>sid asy-syari>’ah dan sumber hukum positif yaitu Peraturan 
Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik 
Yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero) dan Peraturan Menteri 
ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian 
Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pendukung yang 
berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti penelitian ini 
antara lain; berupa buku, skripsi, tesis, desertasi, jurnal dan lain 
sebagainya yang dapat mendukung dalam analisis penelitian ini.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka tehnik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi, yaitu 
                                                          
29
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 
92.  
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penulis berusaha mencari bahan yang berkaitan dengan maqa>sid asy-
syari>’ah  yang terjadi pada kebijakan pencabutan tarif dasar listrik. 
Adapun prosesnya adalah melalui studi kepustakaan (Library 
Research), Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode 
Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi 
kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 
studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-
catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 
yang dipecahkan.
30
 Adapun hal ini adalah pencabutan subsidi tarif 
dasar listrik terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan maqa>sid 
asy-syari>’ah.  
5. Metode Analisis Data 
Untuk menganalisis data, digunakan analisis data kualitatif, 
menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang di kutip dalam buku 
Lexy J Moleong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
31
 Dan melalui berfikir:  
a. Deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat 
dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis 
                                                          
30
 M. nazir, Metode Penelitian cet.ke-5, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
31
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4. 
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data.
32
 Melalui metode deduktif, dapat membangun informasi 
mengenai pencabutan tarif dasar listrik sesuai Peraturan Menteri 
ESDM No.28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM No.29 
Tahun 2016 yang diuraikan menggunakan pisau analisis 
maqa>sid asy-syari>’ah.  
b. Deskriptif, yaitu mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks, 
karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin 
diperoleh hanya dalam bentuk angka, karena angka itu sendiri 
hanyalah simbol.
33
 Adapun penelitian ini analisis maqa>sid asy-
syari>’ah disajikan dalam bentuk berupa teks. 
H. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan 
dalam membuat format laporan penelitian, peneliti menyususn sistematika 
sebagai berikut: 
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini merupakan bab pembukaan 
skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab Kedua, Landasan Teori, adapun dalam bab ini terkait Maqa>sid 
Asy-Syari>’ah dan Subsidi. Pada bab Maqa>sid Asy-Syari>’ah  meliputi 
Sejarah Perkembangan Maqa>sid Asy-Syari>’ah, Pengertian Maqa>sid Asy-
                                                          
32
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), hlm. 16. 
33
 Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 
(Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 60. 
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Syari>’ah, dan Pembagian Maqa>sid Asy-Syari>’ah. Dan pada subsidi meliputi 
Pengertian Subsidi, Subsidi dalam Ilmu Ekonomi, Kebijakan Subsidi Energi 
Nasional, serta Dampak Subsidi dan Indonesia Crude Price (ICP). 
Bab Ketiga, menguraikan Pencabutan Tarif Dasar Listrik (TDL) 
berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif 
Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) dan Peraturan 
Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi 
Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. yang meliputi segala sesuatu 
tentang Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik, Pencabutan Tarif Dasar 
Listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 
tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) dan 
Pencabutan Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Menteri 
ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif 
Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. 
Bab keempat, Analisis dengan menguraikan tentang deskiptif objek 
penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal 
yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasikan data 
yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Bab 
ini menguraikan pertimbangan kebijakan terhadap pencabutan Subsidi Tarif 
Dasar Listrik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 
2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) 
dan Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme 
Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga kemudian 
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menjelaskan yang berhubungan dengan masalah Pencabutan Tarif Dasar 
Listrik dalam perspektif Maqa>sid Asy-Syari>’ah. 
Bab kelima, mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh 
dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi dari peneliti untuk 
pembaca, civitas akademis, serta para peneliti lainya untuk perkembangan 
penelitian secara lebih lanjut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Maqa>s}id Asy-Syari>’ah  
1. Sejarah Perkembangan Maqa>s}id Asy-Syari>’ah 
Sebenarnya al-Syatibi bukanlah orang pertama yang berbicara 
tentang maqa>s}id asy-syari>’ah. Setiap tokoh sangat berbeda-beda 
dalam menjelaskan perkembangan maqa>s}id asy-syari>’ah. 
Menurut al-Raisuni, orang yang terawal menggunakan kalimah 
maqa>s}id asy-syari>’ah adalah al-H{a>kim al-Turmudzi> (w.320H). Beliau 
menulis buku al-Shala>t wa Maqa>shiduha >yang membicarakan secara 
lengkap mengenai tujuan, faedah dan rahasia salat.
1
 Setelah al-H{a>kim 
kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidy (w. 333H) dengan 
karyanya Ma’khad a-Syara’.2 Kemudian disusun Abu Bakar al-Qaffal 
al-Syasyi (m.365H) seorang ulama daripada Mazhab al-Syafi‟i 
mengarang buku yang berjudul Mah}a>sin Al-Syar’ah.Buku ini 
membicarakan mengenai tujuan ibadat daripada bab taharah, salat 
sehingga bab muamalat dan jinayah.
3
 Setelah al-Qaffal muncul Abu 
Bakar Abhari (w. 375 H) dan al-Baqilany (w. 403H) masing-masing 
dengan karyanya diantaranya Ma’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-
‘Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. 
                                                          
1
 Mohd Rumaizuddin Ghazali, “Kepentingan Maqasid Syariah dalam berfatwa di 
Malaysia”, Jurnal Infad, (Malaysia), 2015, hlm. 19. 
2
 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam 
Pengkajian Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 175. 
3
 Mohd Rumaizuddin Ghazali, “Kepentingan Maqasid..., 2015, hlm. 20. 
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Sepeninggal al-Baqillany muncullah al-Juwainy, al-Ghazali, al-Razy, 
al-Amidy, Ibn Hajib, Al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibn Subki, Ibn 
Abdissalam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim.
4
 
Sedangkan menurut Hammadi Al-Ubaidy, orang yang pertama 
kali memahas maqa>s}id asy-syari>’ah adalah Ibrahim an-Nakha‟i (w. 
96H), seorang tabi‟in sekaligus gurunya Hammad bin Sulaiman 
gurunya Abu Hanifah. Setalah itu muncul al-Ghazali, Izzuddin 
Abdussalam, Najmuddin at-Thufi dan terakhir Imam Syatibi.
5
 
Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat 
diambil kesimpulan bahwa sebelum Imam Syatibi, maqa>s}id asy-
syari>’ah sudah ada dan sudah dikenal oleh ulama terdahulu. Namun 
ulama yang masyur dalam perkembangan ilmu maqa>s}id asy-syari>’ah 
ini seperti Al-Juwaini (w. 478H), Al-Ghazali (w. 505H), Imam Syatibi 
(w. 790H), dan Thahir bin „Asyur (w. 1293H). 
Abu al-Ma‟li Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (Imam 
Haramain, 478H), merupakan guru dari Mumammad bin Muhammad 
al-Ghazali (w. 505H). Al-Juwaini memetakan maqa>s}id asy-syari>’ah 
menjadi lima, yaitu: h}ifz} al-di>n, h}ifz} al-nafs, h}ifz} al-ma>l, h}ifz} al-zal 
nafs, h}ifz} al-‘aql. Pemetaan al-Juwaini ini kemudian diteruskan 
muridnya Al-Ghazali. Di tangan Al-Ghazali kajian maqa>s}id asy-
syari>’ah memiliki cakupan lebih luas lagi yaitu dibagi menjadi tiga, 
                                                          
4
 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syariah..., hlm. 176. 
5
 Ibid., hlm. 177. 
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yaitu: d}aruriyya>t (kebutuhan primer), ha>jiyya>t (kebutuhan sekunder), 
dan tahsi>niyya>t (kebutuhan pelengkap). Dari ketiga pemetaan tersebut 
kemudian Al-Ghazali membagi pada lima kategori (kulliyah al-
khams).6 
Pada pertengahan abad VII H, Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790H) 
seorang pakar ushul fiqh bermadzhab Maliki yang mencoba 
mensistematika maqa>s}id dengan menambah porsi kajian maqa>s}id asy-
syari>’ah.7Al-Syatibi yang menuliskan tema tersebut maqasid syariah 
yang berjudul Al-Muwa>faqat fi> Ushul Al-Syari’ah. Ia menjadi peletak 
dasar teori maqa>s}id asy-syari>’ah. Al-Syatibi menjadikan maqa>s}id asy-
syari>’ah sebagai bahasan utama dalam karyanya, bukan sekedar 
bahasan sekunder di bawah tema-tema lain dalam ushul fikih. Hanya 
saja, sangat disayangkan bahwa karya monumental ini terkubur dalam 
waktu yang sangat lama karena baru dijadikan bahan kajian dan 
dipelajari dengan lebih intensif pada tahun 1884 H. Sejak saat itulah 
maqa>s}id asy-syari>’ah menjadi kajian yang terus dikembangkan.8 
Gagasan al-Syatibi dengan teori maqa>s}id asy-syari>’ah-nya 
kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh kontemporer, diantaranya 
adalah Thahir ibn „Asyur dan „A‟llal al-Fasi. Keduanya berasal dari 
                                                          
6
 Sri Lum‟atus Sa‟adah, Perta Pemikiran Fiqh Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2012), hlm. 41. 
7
 Ibid., hlm. 43. 
8
 Muh. Nashirudin, “Ta’li>l Al-Ah}ka>m Dan Pembaruan Ushul Fikih”, Jurnal Ahkam, 
(Surakarta) Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 22. 
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Arab bagian barat, yakni Tunis dan Maroko yang bermadzhab Maliki, 
madzhab yang juga dianut oleh al-Syathibi. Thahir ibn „Asyur seolah 
menghidupkan kembali kajian atas maqa>s}id asy-syari>’ah yang sudah 
lama terpendam.
9
 
2. Pengertian Maqa>s}id Asy-Syari>’ah dan Hubungannya Dengan 
Mas}lah}ah 
Secara bahasa, maqa>s}id asy-syari>’ah terdiri dari dua kata yakni 
maqa>s}id dan syari>’ah. Maqa>s}id merupakan kata jamak dari maqsu>dun 
yang berarti tempat tujuan, sasaran.
10
 Sedangkan syari>’ah secara 
bahasa berarti jalan ke air.
11
 Tetapi penggunaannya dalam pemikiran 
keagamaan islam, syari‟ah  tidak sama dengan pengertian ini, tetapi 
dengan makna lain yang lebih luas, mencakup seluruh sistem Islam, 
seperti Al-Qur‟an, Hadis, ijma‟, dan qiyas.12 Dalam kamus ushul fiqh 
syari‟ah adalah kumpulan ushul, teologi, prinsip-prinsip dan peraturan 
perpolitikan, sosial-ekonomi dan pidana yang disyariatkan oleh Allah 
untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat di muka bumi, 
                                                          
9
 Ibid., hlm. 23. 
10
 S. Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap, Mudah dan Praktis), 
(Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 673. 
11
 Ibid., hlm. 371. 
12
 Muhammad Said Al-Asmawii, Nalar Kritis Syari’ah, terj. Luthfi Thomafi, 
(Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 41. 
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sesuai dengan kehendak-Nya yang Maha Agung.
13
 Sedangkan 
menurut istilah, Al-Syatibi yang dikutip dalam jurnal Assets
14
 : 
 في مهلحاصم مايق في عراشلادصاقم قيقحتل تعضو... ةعيرشلا هذى
اعمايندلاونيدلا 
 
 
Artinya : 
sesungguhnya syari’ah itu bertujuan untuk mewujudkan 
kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. 
 
Jadi menurut Al-Syatibi, perbuatan manusia haruslah sesuai 
dengan maksud Allah, yakni menjaga kemashlahatan.
15
 
Kemashlahatan yang mesti dipelihara ialah kepentingan dunia dan 
kepentingan akhirat; atau kepentingan dunia sekaligus kepentingan 
akhirat secara bersamaan. Begitu pula halnya dengan kerusakan yang 
sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Masing-masing 
kemashlahatan dan kerusakan ini dapat diketahui melalui akal pikiran 
                                                          
13
 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group,2012), hlm. 375. 
14
 Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya 
dalam Pengembangan Ekonomi Syari‟ah”, Jurnal Assets, (Makasar), Vol 2 No 2, 2012, hlm. 177. 
15
 Kata al- mas}lah}ah adalah kata bahasa Arab yang berbentuk dari huruf-huruf (shād, 
lām, dan ẖa’), yang kemudian menjadi akar kata al-shalāẖ, yang berarti kebaikan dan manfaat. 
Kata al-mashlahah (bentuk mufrad/tunggal) menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak 
kebaikan dan manfaatnya. Amanullah Halim, Buku Putih Kaum Jihadis: Menangkal Ekstremisme 
Agama dan Fenomena Pengafiran, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 201. 
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atau melalui agama atau melalui keduanya sekaligus.
16
 Jika Allah 
bermaksud menjaga kemashlahatan untuk manusia lewat syari‟at-Nya, 
maka manusia hendaknya melaksanakan syari‟at itu demi 
kemashlahatan.
17
 
Sama halnya menurut pendapat Ibn Qoyyim didalam “I’lam Al-
Muwaqqi’in” sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qaradhawi,18 yaitu: 
Dasar dan asas syariat adalah kemashlahatan manusia di dunia 
dan di akhirat. Seluruh syari‟at mengandung keadilan, rahmat, 
kemashlahatan, dan hikmah. Segala masalah yang mengubah 
keadilan menjadi kezhaliman, rahmat menjadi bencana, 
mashlahat menjadi kemudharatan, dan hikmah menjadi 
kebathilan bukanlah syariat. Meskipun masalah tersebut dicoba 
untuk ditakwil. 
 
Di dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 15 dan 16 menyatakan 
bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan 
bagi manusia. 
 َنِم َنوُفُْتُ ْمُتْنُك اَّمِ ًايرِثَك ْمُكَل ُ نيِّ َب ُي اَُنلوُسَر ْمَُكءاَج ْدَق ِباَتِكْلا َلَْىأ َاي
 ٌيِِّبُم ٌباَتَِكو ٌرُون ِوَّللا َنِم ْمَُكءاَج ْدَق ٍيرِثَك ْنَع وُفْع َيَو ِباَتِكْلا٥١   يِدْه َي
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 َلَّسلا َلُبُس َُوناَوْضِر َعَبَّ تا ِنَم ُوَّللا ِوِب ِِونْ ِِِب ِرولنلا ََ ِِ ِتا ََ ُللُّلا َنِم ْمُهُِجرَُُْو ِم
 ٍميِقَتْسُم ٍطَارِص ََ ِِ ْمِهيِدْه َيَو٥١ 
Artinya:  
(15)Wahai Ahli Kitab! Sungguh,Rasul Kami telah datang kepadamu, 
menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu 
sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkankannya. Sungguh, 
telah datang kepadamu cahaya dariAllah dan Kitab yang 
menjelaskan.(16) Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan dan 
(dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap 
gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan 
yang lurus.
19
 
 
Para ulama mendefinisikan maqa>s}id asy-syari>’ah sebagai 
berikut : 
1. Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip dalam bukunya Ahmad 
Sanusi adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran  syara‟ yang 
tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-
hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai 
tujuan (maqashid) dan rahasia syari‟at, yang ditetapkan oleh 
syari‟ dalam setiap ketentuan hukum.20 
2. Menurut Muhammad Said Ramadlan al-Buthi yang dikutip 
Abbas Arfan dalam Jurnal de Jure, adalah sesuatu yang 
bermanfaat yang dimaksudkan oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya 
untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, 
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jiwa, akal keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan 
tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.
21
 
3. Menurut „Izzuddin bin Abd Salam yang dikutip Zul Anwar Ajim 
Harahap dalam Jurnal Tazkir, adalah makna dan kebijaksanaan 
yang dipelihara oleh syari‟ pada semua penetapan hukum atau 
sebagai besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk 
memeliharanya pada setiap jenis hukum-hukum syari‟ah, maka 
termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan 
tujuannya yang tidak terlepas syara‟ dalam memeliharanya.22 
4. Menurut At-Tahir Ibn „Asyur (1393H) sebagaimana dikutip oleh 
Nispan Rahmi dalam jurnal Syariah, adalah makna-makna dan 
hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam 
sebuah atau sebagian besar syariat-Nya, juga termasuk dalam 
wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya.
23
 
Dari makna pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa maqasid 
asy-syari‟ah adalah tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap 
hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. 
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Untuk menggali maqa>sid asy-syari>’ah yang tujuannya untuk 
mencapai mas}lah}ah, dalam hal ini at}-T{u>fi mendasarkan diri atas 
empat proposisi utama
24
:  
a. Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan 
mas}lah}ah dan mafsadah, maka ia dapat menentukannya secara 
mandiri tanpa diperlukan nas}s} ataupun ijma‟. 
b. Mas}lah}ah adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan 
hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya. 
c. Ruang lingkup mas}lah}ah dalam hal ini adalah masalah yang 
berkaitan dengan mu‟amalah duniawi atau untuk menentukan 
adat kebiasaan. Sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah 
hak Allah. 
d. Mas}lah}ah adalah dalil syara‟ yang paling kuat yang dapat 
melampaui kehadiran teks maupun ijma‟.  
Sehingga dalam aplikasinya, ada tiga syarat bagi tegaknya 
Mas}lah}ah ini, yaitu: pertama terdapatnya persesuaian antara Mas}lah}ah 
dengan maqa>s}id serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang 
lain; kedua, substansi Mas}lah}ah itu logis; ketiga, penggunaan 
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Mas}lah}ah itu bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat 
manusia.
25
 
3. PembagianMaqa>s}id Asy-Syari>’ah 
Dapat dikatakan bahwa maqa>s}id asy-syari>’ah adalah 
kemaslahatan.
26
 Sebaliknya, semua yang dapat menafikannya bisa 
disebut mafsadat.
27
 Sedangkan maslahat secara umum dapat dicapai 
melalui dua cara
28
 : 
1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia 
yang disebut dengan istilah jalb al-mana>fi'. Manfaat ini bisa 
dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada 
waktu yang akan datang. 
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang 
sering diistilahkan dengan dar' al-mafa>sid. 
Menurut  Abdul Wahab Khalaf, untuk mengatur urusan umum 
dalam pemerintahan Negara dengan merealisasi asas kemashlahatan 
dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum 
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dan dasar-dasarnya secara integral, meskipun tidak sesuai dengan 
pendapat imam mujtahid.
29
 Pada kaidah fiqh dijelaskan : 
 ِدِس اَف
َ
لما ُءْرَدَو ِحِل اَص ََ ْلا ُبْلَج 
Artinya: 
Mendapatkan kemashlahatan dan menolak kemafsadatan.
30
 
 
Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah 
adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, 
tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa 
kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat 
terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi 
kebaikan hamba-Nya. adapun 3 kategori tersebut adalah sebagai 
berikut
31
 : 
1. D{aruriyya>t (kebutuhan primer) 
D{aruriyya>t maksudnya adalah memelihara kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. 
Kebutuhan essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan 
essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai 
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terancam eksistensi kelima pokok tersebut.
32
 Tidak terpenuhinya 
atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan 
berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok 
itu.
33
Kebutuhan kelima hal pokok tersebut tersebut menurut Al-
Syathibi disebut dengan kulliyatul khams (lima hal pokok yang 
harus dijaga).
34
 Urutan kelima kulliyatul khams ini bersifat 
ijtihadi bukan naqli, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman 
para ulama terhadap nas} yang diambil dengan cara istiqra’. Para 
ulama ushul fiqhpun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal 
urutan kelima al-maqa>s}id al-khams ini, contohnya dalam 
merangkai kelima al-maqa>s}id al-khams ini, Imam Syathibi 
terkadang labih mendahulukan aql dari pada nasl, terkadang 
nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang nasl lalu ma>l 
dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa 
dalam susunan yang manapun Imam Syatibi tetap selalu 
mengawalinya dengan ad-di>n dan an-nafs terlebih dahulu.35 
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Sementara menurut imam al-ghazali urutannya adalah ad-di>n, 
an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-ma}l.36 
1. Perlindungan Terhadap Agama (H}ifz} ad-Di>n) 
Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan 
yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan 
beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan 
mazhabnya. 
Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu 
ditegaskan oleh nash-nash dalam syari‟at Islam adalah hak 
yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya 
dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam 
menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung 
oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan 
semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang 
terhormat dan layak baginya.
37
 Dalil-dalil syara‟ 
mewajibkan dijalankannya jaminan hak manusia dan 
menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, 
juga mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan urusan 
semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, 
melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka, 
                                                          
36
 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 188. 
37
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati (Kuwais), 
(Jakarta: Amzah, 2013), hlm14. 
35 
 
baik kaum muslimin maupun nonmuslim.
38
 Dalil Al-
Qur‟an dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia 
berbuat adil dalam QS. An-Nisa‟ ayat 58 : 
 ِلْدَعْلِاب اوَُ ُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيِّ َب ْمُت َْ َكَح اَِِْو 
Artinya : 
Dan apabila kamu menetapkan  hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
39
 
 
Dalam QS. An-Nahl: 90 juga menjelaskan untuk 
berlaku adil 
 ُرُمَْأي َوَّللا َّنِِ ِنَع ىَهْ ن َيَو َبَْرُقْلا يِْ  ِءاَتِيَِو ِناَسْحلإاَو ِلْدَعْلِاب
 َنوُرََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكَُُِّعي ِيْغ َبْلاَو ِرَكْن َُ ْلاَو ِءاَشْحَفْلا 
Artinya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi bantuan kerabat, dan Dia 
melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.
40
 
 
Sama halnya dalam menjelaskan keistimewaan 
syari‟at Islam menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam 
bukunya Wahbah Az-Zuhaili bahwa sesungguhnya 
bangunan dan dasar syari‟at itu adalah hikmah-hikmah 
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dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba dalam kehidupan 
duniawi dan ukhrawinya, yaitu keadilan yang utuh, rakmat 
yang hakiki, kemaslahatan yang murni dan hikmat yang 
sejati. Dengan kata lain, syari‟at itu adalah keadilan Allah 
di tengah-tengah hamba-Nya, rahmat-Nya di antara 
makhluk-makhluk-Nya, naungan-Nya di muka bumi dan 
hikmat-Nya yang menunjukkan kepada wujud dan 
kesempurnaan-Nya sendiri serta atas kebenaran Rasul-Nya 
SAW dengan pembuktian yang paling sempurna dan 
paling benar.
41
 
2. Perlindungan Terhadap Jiwa (H}ifz} an-Nafs) 
Rasulullah SAW senantiasa menyeru umatnya agar 
menjaga jiwa mereka dengan sebaik-baiknya, serta tidak 
melakukan hal-hal yang dapat mencelakannya. Hal ini 
disebabkan jiwa kita adalah milik Allah SWT.
42
 
Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan 
hidupnya, Islam mensyari‟atkan mewajibkan memperoleh 
esuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan 
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pokok, minuman, dan tempat tinggal.
43Haq al-haya>t (hak 
hidup) Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk 
pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk 
mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan 
masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada 
perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya. 44 
3. Perlindungan Terhadap Akal (H{ifz{ al-Aql) 
Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal 
yang membedakan manusia dengan makhluk lain. 
Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam 
bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-
makhluk lain.
45
 Hal ini dijelskan oleh Allah SWT dalam 
Al-Qur‟an surat At-Tiin ayat 4: 
 ٍيِوْق َت ِنَسْحَأ في َناَسْن ِْلإا اَنْقَلَخ ْدَقَل 
Artinya: 
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya.46 
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Akan tetapi bentuk indah tidak ada gunanya, kalau 
tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Akal paling penting 
dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu 
memuji orang yang berakal.
47
 Hal ini dapat kita lihat 
dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 164: 
 ِكْلُفْلاَو ِراَهَّ نلاَو ِلْيَّللا ِفلِتْخاَو ِضْرَلأاَو ِتاَوا ََ َّسلا ِقْلَخ في َّنِِ
 ْنِم ِءا ََ َّسلا َنِم ُوَّللا َلزَنأ اَمَو َساَّنلا ُعَف ْ ن َي َابِ ِرْحَبْلا في ِيرَْتَ ِتَِّلا
 َهيِف َّثَبَو َاِتِْوَم َدْع َب َضْرَلأا ِِوب اَيْحَأَف ٍءاَم ٍةَّباَد نلُك ْنِم ا
 ِضْرَلأاَو ِءا ََ َّسلا َْيِّ َب ِرَّخَسَُ ْلا ِباَحَّسلاَو ِحَاينرلا ِفِيرْصَتَو
 َنوُلِقْع َي ٍمْوَِقل ٍتَايلآ 
Artinya : 
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, 
pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut 
membawa dengan (muatan) yang bermanfaat bagi 
manusia, apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu 
dengan air dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering) 
dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam 
binatang, dan perkisaran angin dan awan yang 
dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh 
merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) (keesaan dan 
kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.
48
 
.  
Allah SWT melarang segala hal yang dapat 
menciderai akal, karena akal merupakan salah satu nikmat 
terbesar yang dianugrahkan Allah bagi kita semua, Akal 
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merupakan pilar kehormatan, keistimewaan, dan 
kemuliaan manusia, akal menjadi poros 
pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat. 
Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar 
menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. 
Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak 
intelektual bagi setiap individu yang ada dalam 
masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya 
pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. 
Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam 
kategiri penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk 
karya intelektual.
49
 
4. Perlindungan Terhadap Keturunan (H{ifz{ an-Nasl) 
Perlindungan terhadap keturunan adalah salah satu 
tujuan utama syari‟at Islam, yang berarti menjaga 
kelangsungan spesies manusia, menjaga kemurnian 
keturunan manusia, serta membentenginya dari 
pencampuran-pencampuran. Dari situ kemudian terurai 
anjuran silaturrahmi, larangan menikah dengan muhrim, 
dan penerapan hukum pembagian waris sesuai ketentuan 
yang termaktub dalam Al-Qur‟an. Islam sangat 
memperhatikan peran keluarga dan selalu berpesan untuk 
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memperbanyak keturunan dengan jalan pernikahan resmi, 
seperti sabda Rasul SAW: Menikahlah dan buatlah 
keturunan. Pernikahan yang dimaksudkan dalam hadist ini 
adalah pernikahan yang sah menurut aturan syara‟.50 
5. Perlindungan Terhadap Harta Benda (H{ifz{ al-Ma<l) 
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 
kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah 
darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi 
menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan 
materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai 
penghalang antara dirinya dengan harta.
51
 
Hadis dalam kitab buyu‟ Shahih Sunan Abu Daud 
menjelaskan
52
: 
 َأ ْنِم،َنِْيرِجاَه َُ ْلا ْنِم ٍلُجَر ْنَع ِوْيَلَع للها يَّلَص نبَِّنلا ِباَحْص
 ُوَُعْسَْأ،ًاثَلَث َمّلَسَو ِوْيَلَع للها يَّلَص نبَِّنلا َعَم ُتْوَزَغ:َلَاق،َمّلَسَو
 في ُءاََكرُش َنْو َُ ِلْس َُ ْلا:ُلْوُق َي ِءا ََ ْلاَو،َلَكلا في : ٍثَلَث  ِراَّنلاَو، 
Artinya : 
Dari seorang lelaki kaum Muhajirin, sahabat Rasulullah 
SAW, ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW 
sebanyak tiga kali. Aku mendengar beliau bersabda, 
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“orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal (yaitu): 
rumput, air dan api.” (Shahih) Al Irwa’ 6/4. 
 
Sumber kekayaan yang menyerupainya ini 
ditentukan oleh kemampuan manusia dan usaha untuk 
mengolahkanya, juga untuk menguasainya setelah harta 
ini menjadi harta lebih atau simpanan yang harus 
dikembalikan kepada orang yang tidak berharta, dengan 
batasan-batasan maksimal yang menentukan jumlah yang 
boleh dimiliki seseorang.
53
 
Said bin Zaid meriwayatkan bahwasanya Rasulullah 
bersabda: 
  قَح ِوْيِف ٍِلَِاظ ٍقْرِِعل َسَْيلَو َُول َيِهَف ًةَتنيَم اًضَْرا اَيْحَا ْنَم 
Artinya : 
Barang siapa yang menghidupkan bumi, maka bumi itu 
menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi keringat orang 
yang zalim. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud) 
 
Hadist yang memberikan bumi kepada pengolahnya 
ini menjadikan pemikiran Islam dalamsegi sosial dapat 
berdiri sendiri bersama slogan kontemporer “Bumi adalah 
milik orang yang mengolah dan membudidayakan”.54 
Agama merupakan bagian pertama dan terpenting 
daripada d}aruriyya>t sampai kepada jiwa manusiwa. Begitu pula, 
jiwa harus diutamakan atas d}aruriyya>t yang lain dibawahnya. 
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Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai 
kepentingan tersebut, Yusuf Al-Qardhawi menggunakan kaidah 
berikut ini
55
 :  
 ِةَمَوُىْو
َ
لمِاَوا َِةنْو ُنُّْ
َ
لما ِةَحَلْص ََ ْلا يَلَع ُةَنَّق َي َت َُ ْلا ُةَحَلْص ََ ْلا ُم َّدَق َت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan 
yang baru diduga adanya, atau masih diragukan 
 َِةيرِغَّصلا ِةَحَلْص ََ ْلا ىَلَع ِةَر ْ يِبَكْلا ُةَحَلْص ََ ْلا ُم َّدَق ُت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang 
kecil 
 ِةَحَلْصَم ىَلَعِةَعا ََ َْلْا ِةَحَلْصَم ُمَّدَق ُت لا ِدْرَف 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual 
 ِةَّلِقلا ِةَحَلْصَم ىَلَِعْيرِثَكْلا ُةَحَلْصَم ُمَّدَق ُت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang 
sedikit 
 ُةَحَلْصَم ُمَّدَق ُت  ِةََعطَقْ ن َُ ْلا َِوا ِةَضِراَعْلا ِةَحَلْصَم ىَلَع ِة ََ ِئ اَّدا 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas 
kepentingan yang sementara dan insidental. 
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 ِةَِّيرَىْوَْلْا ُةَحَلْصَم ُمَّدَق ُت ِةَحَلْصَم ىَلَع ِةَّيِساَسَلأاَو  ِةَّيِشِمَالهاَو ِةَّيِلْكَّشلا 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas 
kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting. 
 َقلا ِةَّيِلَبْق َتْس َِ ْلا ُةَحَلْصَم ُمَّدَق ُت ِةَحَلْص
َ
لما ىَلَع ِةَِّيو ِةَف ْ يِعَضلا ِةَِيتلآا 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas 
kepentingan kekinian yang lemah.  
 
2. Ha>jiyya>t (kebutuhan sekunder) 
Ha>jiyya>t tidak termasuk kebutuhan yang essensial, 
melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan 
manusia dari kesulitan dalam kehidupannya
56
, tingkatannya 
tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya 
tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 
lima (d}aruriyya>t), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah 
sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan 
kebutuhan hidup manusia
57
, jika ini tidak ada, maka kehidupan 
manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-
kesulitan akan menghadang.
58
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Tujuan ha>jiyya>t dari segi penetapan hukumnya 
dikelompokkan pada tiga kelompok
59
 : 
1. Hal yang disuruh syara‟ melakukannya untuk dapat 
melaksanakan kewajiban syara‟ secara baik. Hal ini 
disebut muqaddimah wajib. Misalnya mendirikan sekolah 
dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk 
meningkatkan kualitas akal. 
2. Hal yang dilarang syara‟ melakukannya untuk 
mengindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada 
salah satu unsur yang d}aruriyya>t. Semisal perbuatan zina 
berada pada larangan tingkat d}aruriyya>t. Namun segala 
perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga 
dilarang, untuk menutup bagi terlaksananya larangan zina 
yang d}aruriyya>t. 
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah 
(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan 
manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan 
hilang salah satu unsur yang d}aruriyya>t itu, tetapi manusia 
akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Seperti dalam 
hukum ibadah, shalat bagi yang berada dalam perjalanan  
3. Tahsi>niyya>t (kebutuhan tersier) 
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Tahsi>niyya>t merupakan kebutuhan hidup manusia 
kepadanya tidak sampai tingkat d}aruriyya>t, juga tidak sampai 
pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi 
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup 
manusia.
60
 Ketiadaan tahsi>niyya>t tidak akan menghancurkan 
tujuan d}aruriyya>t.61 
Dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu 
menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan 
dimensi teori maqa>s}id seperti yang telah dikembangkan pada hukum 
Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan 
individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih 
umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat 
manusia dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan 
(h}ifz} an-nasl) menjadi perlindungan keluarga (h}ifz} al-usrah), dari 
perlindungan akal (h}ifz} al-‘aql) menjadi pewujudan berpikir ilmiah 
atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari 
perlindungan jiwa (h}ifz} an-nafs) menjadi perlindungan kehormatan 
manusia (h}ifz} al-kara>mah al-insa>niyyah) atau perlindungan hak-hak 
manusia (h}ifz} huqu>q al-insa>n), dari perlindungan agama (h}ifz} ad-di>n) 
menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (hurriyyah al-i’tiqad), 
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dari perlindungan harta kekayaan (h}ifz} al-ma>l) menjadi pewujudan 
solidaritas sosial.
62
 
Disisi lain terdapat konsep maqa@s}id kontemporer, guna 
memperbaiki kekuarangan pada konsep maqa@s}id sebelumnya. 
Perspektif-perspektif baru yaitu dari segi jangkauan, Jangkauan 
hukum yang dicakup maqa>s}id asy-sya>ri’ah menurut Yaseer Auda ada 
tiga tingkatan
63
:  
1. Maqa@s}id Umum (al-maqa>s}id al-‘a>mmah): maqa@s}id ini dapat 
ditelaah seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan 
kebutuhan tersebut diatas, ditambah usulan maqasid baru seperti 
“keadilan” dan “kemudahan”. 
2. Maqa@s}id Khusus (al-maqa>s}id al-khassah): maqa@s}id ini dapat 
diobservasi diseluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti 
keesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari 
kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari 
monopoli dalam hukum ekonomi. 
3. Maqa@s}id Parsial (al-maqa>s}id al-juz’iyyah): maqa@s}id ini adalah 
maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti 
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maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan 
jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud 
meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk 
tidak berpuasa; dan maksud memberi makan kepada orang 
miskin, dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama 
Idul Adha. 
Adapun hal tersebut, tidak jauh berbeda dengan pendapat At}-
T{a>hir bin A<syu>r dalam jurnal al-ahkam yang mengklasifikasikan 
maqa>sid asy-syari>’ah dalam dua kelompok64: 
1. Maqa>sid al-‘a>mmah yang berupa makna dan hikmah yang 
ditekankan oleh Allah dalam menetapkan hukum. Hal itu 
meliputi pemeliharaan ketertiban, mencapai kebaikan dan 
mencegah kerusakan, persamaan dan keadilan, dan sejenisnya. 
2. Maqa>sid al-kha>s}s}ah yang berupa tata cara pelakasanaan maqa>sid 
al-‘a>mmah dan tata cara yang meliputi bidang-bidang 
mu‟amalah seperti perdagangan, perkawinan, dan hubungan 
antar manusia. 
Yaseer Auda juga memperkenalkan maqa@s{id dari jangkauan 
manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa bahkan umat 
manusia secara umum. 
Seperti Pemikiran Yusuf al-Qaradawi terhadap konsep maqasid 
al-Shari‟ah dilihat pada karyanya berjudul Al-Siyasah al-Shar`iyyah fi 
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Daw’ Nusus al-Shari’a wa Maqasidi-ha. Beliau membicarakan konsep 
maqa@s}id al-shari@’ah serta aplikasinya dengan prinsip Siyasah al-
Shar’iyyah. Di antara keunikan fiqh maqa@s}id yang dibawa oleh beliau 
ialah penekenan terhadap aspek keadilan, persamaan, memudahkan 
dan meringankan, maslahah berbanding mafsadah dan kesatuan dan 
kesepakatan. Ini merupakan kekuatan pemikiran beliau yang 
mengharmonikan antara prinsip Islam dengan realita kehidupan 
masyarakat.
65
 
Pembagian mengenai maqa@s}id yang telah diuraikan oleh 
beberapa ulama-ulama tersebut, maka dalam kajian maqa@s}id al-
syari@’ah nanti diambil central point berdasarkan teori kontemporer 
untuk merenspon tantangan-tantangan global. 
B. Subsidi 
1. Pengertian Subsidi  
Subsidi adalah kewajiban pemerintah kepada rakyat yang berhak 
menerimanya, tujuan pemerintah memberikan subsidi adalah untuk 
membantu konsumen secara tidak langsung melalui produsen dalam 
bentuk pengurangan/penurunan harga faktor produksi atau bahan baku 
dan semacamnya. Pemberian subsidi akan menurunkan harga jual, 
menyebabkan penawaran menurun dan permintaan meningkat.
66
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Pengertian tentang subsidi misalnya dipandang sama sebagai upaya 
pengurangan dari pemenuhan kewajiban suatu entitas ekonomi.
67
 
Adapun menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi 
merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui 
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, 
yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga 
harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
68
 
2. Subsidi Dalam Kerangka Ilmu Ekonomi 
Di Indonesia kebijakan subsidi sudah merupakan bagian utama 
dari kebijakan fiskal. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan 
anggaran negara untuk program-program subsidi. Ada dua pendekatan 
dalam menyusun kebijakan subsidi dalam ruang fiskal di Indonesia. 
Pertama, pemerintah meletakan anggaran subsidi dalam satu blok 
annggaran khusus untuk subsidi. Di dalam blok anggaran tersebut 
terdapat dua item yaitu anggaran subsidi energi dan subsidi non 
energi. Selanjutnya program subsidi diletakkan dalam program 
kebijakan pembangunan di kementerian dan kelembagaan di 
pemerintahan dan pemerintah daerah melalui APBD seperti anggaran 
kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
69
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Fungsi dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi 
stabilisasi dan fungsi distribusi. Sebagai fungsi alokasi, salah satu 
tugas pemerintah adalah menyediakan darang dan jasa. Penetapan 
alokasi penggunaan sumber daya ekonomis nasional untuk tujuan 
penyediaan barang-barang publik dan barang-barang privat. Barang 
publik disediakan oleh  pemerintah (Negara), sedangkan barang privat 
disediakan oleh swasta. Melalui pajak yang dipungut dan 
penggunaannya untuk penyediaan barang publik, kebijakan fiskal 
telah memenuhi fungsi alokasi sumber daya ekonomis dalam 
masyarakat.
70
 Fungsi kedua adalah Fungsi distribusi, tugas lain dari 
pemerintah adalah menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan 
yang adil. Konsep pemerataan hasil pembangunan merupakan dasar 
dari tugas ini. kebijakan fiskal harus mampu menciptakan pemerataan 
pembangunan dalam masyarakat. Fungsi ketiga Fungsi stabilitas 
adalah fungsi APBN yang antisiklis guna menjaga kondisi 
keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari 
pembangunan disamping pemerataan. Pemerintah akan selalu 
berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu dari tahun ke 
tahun.
71
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Peningkatan sisi penerimaan Negara dalam APBN merupakan 
ruang fiskal (fiskal space) yang besar dalam mendorong fungsi fiskal 
sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan 
pemerataan.
72
 
Ada dua hal yang menarik dicermati dalam kerangka kebijakan 
fiskal di Indonesia. Pertama, perlu apresiasi terhadap kebijakan fiskal 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi ruang yang besar 
bagi subsidi. Artinya, pemerintah sangat konsen terhadap pemerataan 
aspek pembangunan karena fungsi utama subsidi adalah pemerataan. 
Kedua, bila kebijakan subsidi tidak hati-hati dilakukan, dimana fungsi 
dan peranan subsidi bagi pemerataan pembangunan tidak tercapai 
sedangkan alokasinya semakin membesar maka ini akan menjadi 
dilema dalam kebijakan fiskal. Subsidi akan menjadi beban bagi 
kebijakan fiskal.
73
 
Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal eksternalitas. 
Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak 
tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan 
maupun yang merugikan.
74
 Dan efeknya bisa positif atau negatif. 
Eksternalitas positif seperti memberikan bantuan berupa subsidi agar 
konsumen dapat menikmati manfaat atau eksternalitas positif yang 
dihasilkan Pemerintah. Jika peran dan fungsi pemerintah berjalan 
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dengan baik, proses pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat 
akan berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, karena dapat 
mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam 
pembangunan.
75
 Sedangkan  eksternalitas negatif berarti eksternalitas 
yang mengganggu masyarakat seperti tercemarnya ikan laut akibat 
pembuangan limbah pabrik ke laut.
76
 Dalam model ini harus ada 
kompensasi/subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang 
menerima dampak, dalam hal ini adalah kebijakan pencabutan subsidi 
tarif dasar listrik. 
3. Kebijakan Subsidi Energi Nasional 
Kebijakan penentuan harga energi di Indonesia tidak dilakukan 
melalui mekanisme pasar, melainkan ditetapkan secara administrasi 
oleh pemerintah. Dalam penentuan harga energi ada empat hal yang 
harus dipertimbangkan yaitu
77
: 
a. Tujuan efisiensi ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara 
cadangan minyak untuk keperluan ekspor. 
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 Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik Edisi Kedua, (Jakarta:  PT Indeks Permata Puri 
Medika, 2015),  hlm. 184. 
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 Jun Surjanti, dkk, Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro), (Yogyakarta: Deepublish, 
2016), hlm. 145.  
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 Teguh Dartanto, “BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan di Indonesia”, 
Inovasi, Vol 5 No. XVII, November 2005, hlm. 5. 
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b. Tujuan mobilisasi dana: dengan memaksimumkan pendapatan 
ekspor dan pendapatan anggaran pemerintah dari ekspor sumber 
energi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. 
c. Tujuan sosial (pemerataan): mendorong pemerataan melalui 
perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada 
energi seperti penerangan, memasak dan transportasi umum. 
d. Tujuan kelestarian lingkungan: mendorong agar pencemaran 
lingkungan seminum mungkin sebagai dampak pembakaran 
sumber-sumber energi. 
4. Dampak Subsidi dan Indonesia Crude Price (ICP) 
ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau Penetapan Harga Minyak 
Mentah Indonesia adalah Patokan harga minyak mentah Indonesia 
yang digunakan sebagai dasar monetisasi minyak mentah indonesia, 
yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar Internasional 
yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
78
 
Harga minyak di Indonesia sangat fluktuatif dan cenderung 
meningkat. Harga minyak yang kian melonjak tentu menjadi perhatian 
hampir seluruh negara di dunia, baik negara produsen (eksportir) 
minyak bumi maupun negara konsumen (importir). Hal tersebut 
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 Sopana, 10 Mei 2016, “Harga Minyak Mentah Indonesia/Indonesian Crude Oil Price 
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dikarenakan peranan minyak yang sangat penting sebagai bahan bakar 
yang menggerakkan perekonomian.
79
 
Kenaikan harga minyak secara langsung akan meningkatkan 
biaya produksi, jasa dan beban hidup masyarakat, pada akhirnya akan 
memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia.
80
 
Dikutip dari Fauzannissa dalam  jurnal Petro harga minyak 
dunia dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu
81
:  
1. Faktor fundamental, yang terdiri atas permintaan minyak, 
pasokan minyak, stok minyak, kapasitas produksi cadangan 
dunia dan kemampuan kilang dunia.  
2. Faktor non fundamental, yang terdiri dari geopolitik, kebijakan 
pemerintah, cuaca, bencana alam, pemogokan, kerusakan 
instalasi ranai produksi, pelemahan nilai dollar dan spekulasi.  
3. Pengaruh dari kebijakan pasokan OPEC (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries).  
Menurut jurnal penelitian dalam Jurnal Petro menyatakan bahwa 
fluktuasi harga minyak di pasar dunia memberikan pengaruh terhadap 
perekonomian Indonesia, khususnya harga minyak di Indonesia, hal 
ini diperkuat melalui analisis koefisien korelasi Kenaikan harga 
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minyak ini tentu mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi, baik itu 
ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah 
uang beredar, nilai tukar riil rupiah terhadap US dolar dan suku 
bunga.
82
 
Sedangkan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan tahun 
2012, ada 6 (enam) saluran yang dapat mentransmisikan dampak 
guncangan harga minyak (oil price shocks) terhadap aktivitas 
ekonomi
83
:  
1. Efek sisi penawaran (supplyside shock effect). Kenaikan 
hargaminyak menyebabkan penurunan output karena kenaikan 
harga memberikan sinyal berkurangnya ketersediaan input dasar 
untuk produksi. Akibatnya, laju pertumbuhan dan produktivitas 
menurun. Guncangan hargaminyak bisa menyebabkan naiknya 
biaya marjinal (marginal cost) produksi industri sehingga 
mengurangi produksi dan meningkatkan pengangguran.
84
 
2. Efek transfer kekayaan (wealth transfer effect), yang 
menekankan pada pergeseran daya beli (purchasing power) dari 
negara importir minyak ke negara eksportir minyak. Pergeseran 
daya beli menyebabkan berkurangnya permintaan konsumen 
terhadap minyak di negara pengimpor dan bertambahnya 
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permintaan konsumen di negara pengekspor. Konsekuensinya, 
permintaan konsumen dunia terhadap barang-barang yang 
dihasilkan negara pengimpor minyak berkurang dan persediaan 
tabungan (supply of savings) dunia meningkat. Peningkatan 
pasokan tabungan menyebabkan turunnya suku bunga riil. 
Penurunan suku bunga dunia akan menstimulasi investasi, 
sebagai penyeimbang turunnya konsumsi, sehingga permintaan 
agregat tidak berubah di negara pengimpor. Apabila harga sulit 
turun, penurunan permintaan terhadap barang-barang yang 
dihasilkan negara pengimpor minyak lebih lanjutakan 
menurunkan pertumbuhan PDB. Jika tingkat harga tidak bisa 
turun,belanja konsumsi akan turun lebih besar dari peningkatan 
investasi, sehingga menyebabkan penurunan permintaan agregat 
dan lebih lanjut memperlambat pertumbuhan ekonomi.
85
 
3. Efek saldo riil (real balance effect). Kenaikan harga minyak 
akan mendorong kenaikan permintaan uang. Apabila otoritas 
moneter gagal meningkatkan jumlah uang beredar untuk 
memenuhi pertumbuhan permintaan uang, maka saldo riil akan 
turun, suku bunga akan naik dan laju pertumbuhan ekonomi 
melambat.
86
 
4. Efek inflasi (inflation effect). Kenaikan harga minyak juga 
menyebabkan meningkatnya inflasi. Harga minyak mentah yang 
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lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-
produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang 
digunakan konsumen. Lebih lanjut, karena ada upaya 
mensubstitusi minyak dengan energi bentuk lain, harga sumber 
energi alternatif juga akan meningkat. Disamping efek langsung 
terhadap inflasi, terdapat efek tidak langsung berkaitan dengan 
respon perusahaan dan perilaku pekerja (second round effects). 
Perusahaan mengalihkan peningkatan biaya produksi dalam 
bentuk harga konsumen yang lebih tinggi untuk barang-barang 
atau jasa non-energi, sementara pekerja akan merespon 
peningkatan biaya hidup dengan menuntut upah yang lebih 
tinggi.
87
 Kenaikan harga energi secara langsung akan 
mempengaruhi kenaikan harga-harga barang lain karena energi 
merupakan bagian dari faktor input.
88
 Dampak kenaikan energi 
terhadap kemiskinan tergantung terhadap kenaikan harga energi 
itu sendiri terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan 
garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan 
energi khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka 
dampak kenaikan energi tersebut terhadap kemiskinan juga 
tinggi.
89
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5. Efek konsumsi, investasi dan harga saham. Kenaikan harga 
minyak memberikan efek negatif terhadap konsumsi, investasi 
dan hargasaham. Pengaruh terhadap konsumsi berkaitan dengan 
pendapatan disposibel yang berkurang karena kenaikan harga 
minyak, sedangkan investasi dipengaruhi melalui peningkatan 
biaya perusahaan.
90
 
6. Efek penyesuaian sektoral (sectoral adjustment effect). 
Guncangan harga minyak akan mempengaruhi pasar tenaga 
kerja melalui perubahan biaya produksi relatif industri. Jika 
harga minyak naik secara berkelanjutan, maka struktur produksi 
akan berubah dan berdampak terhadap pengangguran. 
Guncangan harga minyak bisa menambah biayaproduksi 
marjinal di banyak sektor yang intensif menggunakan minyak 
(oilintensive sectors) dan bisa memotivasi.
91
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BAB III 
PENCABUTAN SUBSIDI TARIF DASAR LISTRIK (TDL) 
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 28 TAHUN 2016 
DAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 29 TAHUN 2016 
 
A. Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik 
Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik yang 
dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. Istilah tarif dasar 
listrik bisa disebut pula tarif tenaga listrik atau tarif listrik. Sebagaimana 
dalam PERMEN ESDM No 28 Tahun 2016, bahwa tarif tenaga listrik 
adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero). Subsidi Listrik merupakan bantuan 
yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga 
Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah 
pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi 
akan membayar tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak 
mendapatkan subsidi. Subsidi tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang 
kemudian dibayarkan ke PLN. 
Pencabutan Subsidi listrik diberikan sesuai dengan Undang-Undang 
No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Bab III Pasal 4 Ayat 3 bahwa 
untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana bagi
1
: 
a. Kelompok masyarakat tidak mampu. 
b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 
berkembang. 
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 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
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c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.  
d. Pembangunan listrik di pedesaan.  
Sehingga sesuai dengan Undang-Undang tersebut sangat penting bagi 
pemerintah menata ulang kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, 
begitupun sesuai arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada APBN 
tahun 2014 akan difokuskan antara lain pada upaya untuk menyusun 
kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Kebijakan belanja dalam periode 
2015-2017, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 adalah sebagai 
berikut
2
: 
1. Menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran. 
2. Menyusun sistem seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran 
penerima subsidi. 
3. Menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.. 
4. Mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 
kg dan LGV, serta subsidi listrik melalui pengendalian volume 
konsumsi BBM bersubsidi, dan peningkatan penggunaan energi 
alternatif seperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), dan 
baturbara untuk pembangkit listrik (sebagai pengganti BBM). 
Mengingat bahwa Anggaran subsidi listrik yang dikeluarkan 
pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang relatif besar, 
Dalam data informasi APBN 2017 yang disusun oleh Direktorat 
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Penyusunan APBN dijelaskan belanja Subsidi Energi dalam APBN 2017 
adalah sebagai berikut
3
 :  
Gambar 1 
Data Anggaran Subsidi Energi dalam APBN 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN 
Dalam diagram tersebut, realisasi belanja subsidi listrik pada tahun 
2015 keatas mengalami peningkatan. Mulai mengalami penurunan pada 
tahun 2015 kebawah, karena pada tahun 2015 menurut Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah mulai menerapkan subsidi 
tarif keekonomian (tarif adjustment) kepada 12 golongan konsumen, 
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 Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, “Informasi APBN 2017, 
APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global”.  
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sehingga secara perlahan-lahan belanja subsidi listrik akan mengalami 
pengurangan dalam rangka melakukan efisiensi anggaran pemerintah. 
Pertimbangan lain dalam data Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada November 2016, bahwa 
penerima subsidi listrik lebih besar digunakan oleh kelompok kaya.
4
 
Gambar : 2 
Data Penerima Subsidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 
November 2016 
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 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil 
Presiden Republik Indonesia, Kesiapan Data Dalam Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran, , 
November 2016. 
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Selain itu, sesuai dalam rangka kelangsungan pengusahaan 
penyediaan tenaga listrik, peningkatan rasio elektrifikasi sesuai dengan 
Siaran Pers Nomor: 000116.Pers/04/SJI/2016 tanggal 08 Desember 2016 
Kementerian ESDM Republik Indonesia bahwa akses aliran listrik 
masyarakat di Indonesia belum merata dan terlihat dari angka rasio 
elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda, seperti di Papua 
rasio elektrifikasi masih mencapai 56,47%, sementara di Jawa rata-rata 
telaah berada di atas 90%. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 38 
Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi Di Pedesaan  Belum 
Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui 
Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil, sehingga 
dengan tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan adanya 
pemerataan pemenuhan kebituhan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia guna 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan.  
Jadi, secara umum salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam 
periode 2015-2017 khusunya di bidang belanja subsidi adalah melanjutkan 
kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. 
Sesuai pokok-pokok Kebijakan Subsidi Listrik dalam Nota Keuangan 
RAPBN Tahun 2017 adalah sebagai berikut
5
: 
1. Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik 
                                                          
5
 Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan “Kebijakan Subsidi Listrik 
Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900VA. Jakarta, Januari 2017. www.esdm.go.id.  
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2. Memperbaiki mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik yang 
lebih tepat sasaran 
3. Memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah 
tangga miskin dan tidak mampu untuk pelanggan 900VA 
4. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, dan secara 
bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah 
5. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi 
pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan 
komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik 
6. Mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien 
khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara 
lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan 
energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah 
terisoler. 
Adapun Kronologis kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang 
dikutip dalam Kementerian ESDM Direktorat Jenderal pada Kebijakan 
Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900 VA Januari 2017 
adalah sebagai berikut
6
 : 
 
 
  
                                                          
6
 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 
“Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900 VA”, Januari 2017. 
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Gambar 3 
Kronologis Kebijakan Subsidi Listrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan 
 
Sesuai kronologis tersebut maka Rapat Kerja Menteri ESDM dengan 
Komisi VII DPR-RI pada tanggal 22 September 2016, kementerian ESDM 
telah menerbitkan peraturan tentang tarif tenaga listrik dan terdapat 
perbahan daripada sebelumnya, peraturan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga 
Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero). 
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2. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang 
MekanismePemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah 
Tangga.  
B. Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik Menurut Perarturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 28 Tahun 
2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
Dalam peraturan ini bahwa Pemerintah menetapkan Tarif Tenaga 
Listrik yang berbeda untuk masing-masing kategori pelanggan dan memiliki 
golongan tarif pelanggan subsidi dan non-subsidi, Pada awal 2017, menurut 
PERMEN ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang 
Disediakan oleh PT PLN (Persero) terjadi transisi golongan R1 900VA akan 
dibedakan menjadi:  
1. R-1/900VA yang masih mendapatkan tarif subsidi 
2. R-1/900VA-RTM (Rumah Tangga Mampu) yang subsidinya dicabut 
Dalam pasal 3 ayat (1) b, peraturan tersebut menjelaskan tarif tenaga 
listrik yang disediakan oleh PT. Persero untuk keperluan rumah tangga 
terdiri dari: 
1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan 
rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA-RTM, 1.300 
VA, dan 2.200 VA (R-1/TR) 
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2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada 
tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-
2/TR) 
3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan 
rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR) 
Adapun tarif listrik bagi Rumah Tangga pengguna daya 900 VA akan 
mengalami penyesuaian tarif secara bertahap dan pengguna daya 450 VA 
tetap mendapatkan subsidi sesuai dengan peraturan sebelumnya  
a. Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga Berlaku Mulai 
1 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 
Tabel 1 
Tarif Tenaga Listrik 1 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 
NO
. 
GOL. 
TARIF 
BATAS 
DAYA 
REGULER PRABA
YAR BIAYA 
BEBAN 
BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) 
1. R-1/TR s.d. 450 VA 11.000 Blok I    : 0 s.d. 30 kWh : 169 
Blok II  : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 
Blok III  : di atas 60 kWh : 495 
415 
2. R-1/TR 900 VA 20.000 Blok I    : 0 s.d. 20 kWh : 275 
Blok II   : di atas 20 kWh : 445 
Blok III  : di atas 60 kWh : 495 
605 
900 VA-
RTM 
26.000 Blok I    : 0 s.d. 20 kWh : 360 
Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60    kWh : 582 
Blok III  : di atas 60 kWh : 692 
791 
3. R-1/TR 1.300 VA *) 1.352 1.352 
4. R-1/TR 2.200 VA *) 1.352 1.352 
5. R-2/TR 3.500 VA 
s.d. 5.500 
VA 
*) 1.352 1.352 
6. R-3/TR 6.600 VA 
Keatas 
*) 1.352 1.352 
Catatan : 
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (KvA) x Biaya Pemakaian. 
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b. Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga Berlaku Mulai 
1 Maret 2017 s/d. 30 April 2017 
Tabel 2 
Tarif Tenaga Listrik 1 Maret 2017 s/d 30 April 2017 
NO. GOL. 
TARIF 
BATAS 
DAYA 
REGULER PRABA
YAR BIAYA 
BEBAN 
BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) 
1. R-1/TR s.d. 450 
VA 
11.000 Blok I   : 0 s.d. 30 kWh : 169 
Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 
Blok III : di atas 60 kWh : 495 
415 
2. R-1/TR 900 VA 20.000 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 
Blok II : di atas 20 kWh : 445 
Blok III : di atas 60 kWh : 495 
605 
900 VA-
RTM 
34.000 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 470 
Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 761 
Blok III : di atas 60 kWh : 1.014 
1.034 
3. R-1/TR 1.300 VA *) 1.352 1.352 
4. R-1/TR 2.200 VA *) 1.352 1.352 
5. R-2/TR 3.500 VA 
s.d. 5.500 
VA 
*) 1.352 1.352 
6. R-3/TR 6.600 VA 
Keatas 
*) 1.352 1.352 
Catatan : 
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (KvA) x Biaya Pemakaian. 
 
c. Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga Berlaku Mulai 
1 Mei 2017 
Tabel 3 
Tarif Tenaga Listrik mulai 1 Mei 2017  
NO. GOL. 
TARIF 
BATAS 
DAYA 
REGULER PRABA
YAR BIAYA 
BEBAN 
BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) 
1. R-1/TR s.d. 450 
VA 
11.000 Blok I   : 0 s.d. 30 kWh : 169 
Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 
Blok III : di atas 60 kWh : 495 
415 
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2. R-1/TR 900 VA 20.000 Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 
Blok II : di atas 20 kWh : 445 
Blok III : di atas 60 kWh : 495 
605 
900 VA-
RTM 
*) 1.352 1.352 
3. R-1/TR 1.300 VA *) 1.352 1.352 
4. R-1/TR 2.200 VA *) 1.352 1.352 
5. R-2/TR 3.500 VA 
s.d. 5.500 
VA 
*) 1.352 1.352 
6. R-3/TR 6.600 VA 
Keatas 
*) 1.352 1.352 
Catatan : 
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): 
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (KvA) x Biaya Pemakaian. 
 
Dengan demikian dijelaskan pada pasal 6 ayat (3) bahwa tarif Tenaga 
Listrik (tariff adjustment) bagi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga 
kecil dengan daya 900 VA-RTM (R-1/TR) diberlakukan mulai tanggal 1 
Juli 2017, sedangkan yang lainnya diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 
2017.  
Dapat disimpulkan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 
tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), 
bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 
tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan 
rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan 
subsidi listrik. Akan tetapi dalam pasal 6 (2) ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: 
a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah 
(kurs) 
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Nilai kurs adalah suatu nilai tukar mata uang asing terhadap 
mata uang negara lain. Financial Accounting Standar Board (FASB) 
mendefinisikan nilai tukar sebagai pada rasio antara satu unit mata 
uang dan jumlah mata uang lainnya yang dapat ditukar pada suatu 
waktu tertentu. Nilai tukar tersebut sebenarnya merupakan semacam 
harga dalam pertukaran.
7
 
b. Indonesia Crude Price (ICP) 
ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau Penetapan Harga Minyak 
Mentah Indonesia: Patokan harga minyak mentah Indonesia yang 
digunakan sebagai dasar monetisasi minyak mentah indonesia, yaitu 
harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar Internasional yang 
dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
8
  
c. Inflasi 
Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh 
kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya 
daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau 
                                                          
7
 Muhammad Zuhdi Amin, Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai Kurs 
Dollar (USD/IDR), dan Indeks Dow Jones (DJIA) Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham 
Gabungan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2008-2011), Jurnal Skripsi, (Universitas 
Brawijaya), 2012, hlm. 5. 
8
 Sopana, 10 Mei 2016, “Harga Minyak Mentah Indonesia/Indonesian Crude Oil Price 
(ICP)”, ketahananenergi.com, diakses dari http://www.ketahananenergi.com/2016/05/harga-
minyak-mentah-indonesia-indonesian-crude-oil-price-icp-bagian-2-dari-2-tulisan/, pada tanggal 15 
Maret 2018 pukul 19.54 WIB. 
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investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya 
sedikit untuk tabungan jangka panjang.
9
  
Berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi biaya pokok 
penyediaan tenaga listrik diatas, Dalam  KETERANGAN PERS RAPBN 
2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Meningkatkan Daya 
Saing dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” 
disampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut
10
:  
1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,3 persen yang 
akan didukung terutama oleh kinerja pembentukan modal tetap bruto 
(PMTB), konsumsi masyarakat yang terjaga, dan perbaikan kondisi 
global yang mempengaruhi perdagangan internasional. Selain itu, 
Pemerintah tetap mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas 
dengan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia, 
produktivitas, dan memperbaiki pemerataan pembangunan ekonomi.  
2. Inflasi diperkirakan pada kisaran 4,0 persen terutama didukung oleh 
ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok yang lebih stabil serta 
terselesaikannya proyek-proyek infrastruktur yang mendukung 
kelancaran jalur distribusi.  
                                                          
9
 Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah, 
(Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 64. 
10
 KETERANGAN PERS RAPBN 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
“Meningkatkan Daya Saing dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” diakses 
www.kemenkeu.go.id Jakarta: 16 Agustus 2016. 
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3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan pada kisaran 
Rp13.300 per dolar AS, yang antara lain dipengaruhi oleh masih 
cukup tingginya potensi aliran modal masuk akibat dari keputusan 
Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), perbaikan pertumbuhan 
ekonomi Amerika Serikat, serta kebijakan stimulus fiskal di Jepang 
dan Kawasan Eropa. Sementara, persepsi positif terhadap kinerja 
perekonomian nasional serta kebijakan amnesti pajak diperkirakan 
akan menjadi faktor positif dari sisi domestik. 
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan pada kisaran 5,3 persen 
yang dipengaruhi oleh masih tingginya permintaan surat berharga 
negara, potensi masuknya dana dari luar negeri (capital inflow) 
dengan berlakunya UU Amnesti Pajak, dan laju inflasi yang 
terkendali.  
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai 
USD45,0 per barel, dipengaruhi oleh perkiraan penurunan produksi 
negara-negara Non-OPEC, dan peningkatan permintaan minyak dari 
negara-negara OECD dan China. Sementara itu, peningkatan produksi 
negara-negara OPEC, dan pencabutan sanksi terhadap Iran, serta 
penguatan nilai tukar dolar AS, diperkirakan akan menahan kenaikan 
harga minyak.  
6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2017 diperkirakan masing-masing 
mencapai 780 ribu barel per hari dan 1.150 ribu barel setara minyak 
per hari. 
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Dalam Kajian APBN Mingguan, Biro Analisa Anggaran dan 
Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR-RI Edisi: I/XI/A.APBN/2015 
yang berjudul “Pencabutan Subsidi Listrik: Baik atau Buruk ??” bahwa 
dijelaskan dampak dari pencabutan subsdi listrik berdampak pada 
perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari 
pencabutan subsidi listrik adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yaitu 
karenya adanya pencambutan subsidi maka masyarakat akan mengalami 
kenaikan dalam membayar tagihan tarif listrik.  Adapun dampak tidak 
langsung adalah sebagai berikut
11
: 
1. Pencabutan subsidi listrik secara global akan menyebabkan kenaikan 
inflasi sebesar 1, 74%. 
2. Kenaikan TDL secara sektoral, berdampak negatif terhadap output, 
tenaga kerja, konsumsi rumah tangga dan tingkat harga. 
3. Pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan. 
4. Peningkatan angka kemiskinan, hasil analisis dari LPEM UI 
menyatakan bahwa dari 23 juta pelanggan yang kena getah 
pencabutan subsidi listrik, sebanyak 3 juta sampai 5 juta pelanggan 
golonggan 900 VA akan jatuh ke kelompok rentan miskin. 
 
 
                                                          
11
 Kajian APBN Mingguan, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat 
Jenderal DPR-RI Edisi: I/XI/A.APBN/2015 yang berjudul “Pencabutan Subsidi Listrik: Baik atau 
Buruk ??”. 
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C. Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik Menurut Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 29 Tahun 
2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik 
untuk Rumah Tangga 
Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme 
Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, bahwa 
terdapat mekanisme dan tata cara pemberian subsidi tarif dasar listrik bagi 
rumah tangga miskin dan tidak mampu yang termasuk dalam data terpadu, 
data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang 
memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan 
status kesejahteraan terendah di Indonesia. 
 Pada bab II peraturan tersebut menjelaskan ketentuan pemberian 
subsidi tarif tenaga listrik rumah tangga adalah sebagai berikut : 
1. Subsidi Tarif Tenaga Listrik diberikan kepada : 
a. Daya 450 VA 
b. Rumah Tangga Miskin dan tidak mampu daya 900 VA 
Pemberian subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin dan 
tidak mampu daya 900 VA tersebut dilaksanakan berdasarkan 
hasil pencocokan data yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) 
dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pada pasal 5 dijelaskan 
bahwa direktur Jenderal menyampaikan Data Terpadu kepada 
PT. PLN (Persero), kemudian PT. PLN (Persero) melakukan 
pencocokan Data Terpadu tersebut dengan data Konsumen 
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rumah tangga 900 VA. Pencocokan Data tersebut ditetapkan 
lebih lanjut oleh Direksi PT. PLN (Persero). Kemudian Direksi 
PT. PLN (Persero) menyampaikan hasil pencocokan data 
kepada Menteri c.q Direktur Jenderal. Hasil pencocokan data 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar pemberian 
subsidi tarif tenaga listrik. 
2. Bagi golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas, yang 
terdapat dalam Data Terpadu dapat menerima subsidi, maka dapat 
melakukan penurunan daya menjadi 450 VA atau daya 900 VA, 
dengan mengajukan permohonan daya kepada PT. PLN (Persero). 
3. Bagi golongan rumah tangga daya 900 VA yang tidak terdapat dalam 
Data Terpadu, maka tarif tenaga listrik menjadi tarif tenaga listrik 
Konsumen Golongan Rumah Tangga Daya 900 VA-RTM. 
4. Bagi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum 
tersambung saluran listrik dapat mengajukan permohonan 
penyambungan tenaga listrik ke PT. PLN (Persero) dengan daya 450 
VA atau 900 VA. 
5. Terhadap permohonan penyambungan tenaga listrik, rumah tangga 
yang tidak terdapat dalam Data Terpadu, maka PT PLN (Persero) 
melakukan penyambungan dengan tarif tenaga listrik golongan rumah 
tangga daya 900 VA-RTM atau dengan daya di atas 900 VA. 
76 
 
6. Bagi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima 
subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan secara 
bertahap yaitu di tingkat : 
a. Desa/Kelurahan 
b. Kecamatan 
c. Kabupaten/Kota 
d. Posko Penanganan Pengaduan Pusat 
Tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan kepesertaan Subsidi 
Tarif Tenaga Listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu adalah 
sebagai berikut
12
: 
1. Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk 
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu tersedia di Kantor 
Desa/Kelurahan. 
2. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang akan melakukan 
pengaduan mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mengisi 
formulir dan kemudian menyerahkan kepada Petugas di Kantor 
Desa/Kelurahan. 
3. Petugas Desa/Kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan 
pengaduan dan menyampaikan kepada Kantor Kecamatan, yang 
terdiri atas: 
a. Formulir Rekapitulasi 
                                                          
12
 Lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
No. 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah 
Tangga. 
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b. Berita acara serah terima pengaduan 
c. Berita acara musyawarah desa usulan rumah tangga penerima 
subsidi tarif tenaga listrik tepat sasaran 
d. Daftar nama usulan rumah tangga penerima subsidi tarif tenaga 
listrik tepat sasaran 
4. Penyampaian dokumen ke Kantor Kecamatan dapat dilakukan secara 
periodik. 
5. Petugas Kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian 
dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam aplikasi Pengaduan 
Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga 
Miskin dan Tidak Mampu, sebagai berikut: 
a. Apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara 
online melalui website: subsidi.djk.esdm.go.id. 
b. Apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format 
elektronik dalam bentuk excel. Selanjutnya format excel yang 
telah diisi disampaikan ke Kebupaten/Kota untuk diunggah ke 
website: subsidi.djk.esdm.go.id. 
6. Posko Penanganan Pengaduan Pusat melakukan pemilahan dan 
pemeriksaan untuk menentukan kategori pengaduan. 
7. Dalam hal rumah tangga pengaduan telah terdapat dalam Data 
Terpadu, maka: 
a. PT. PLN (Persero) melakukan pencocokan data pengaduan 
dengan konsumen PT. PLN (Persero). 
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b. PT. PLN (Persero) melaporkan hasil pencocokan data kepada 
Dirjen Ketenagalistrikan. 
c. PT. PLN (Persero) melakukan penandaan pada ID Konsumen 
(IDPEL) yang diberikan subsidi tarif tenaga listrik dalam 
Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). 
d. Posko Penanganan Pengaduan Pusat menggunggah hasil 
pengaduan pada website: subsidi. djk.esdm.go.id 
e. Kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan dari website: 
subsidi.djk.esdm.go.id untuk disampaikan ke rumah tangga 
pengadu. 
8. Dalam hal rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, 
maka: 
a. Pokja Pengelola Data Terpadu melakukan verifikasi terhadap 
pengaduan tersebut. 
b. Bila kategori rumah menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut 
masuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu, maka 
diberikan subsidi listrik. 
c. Bila hasil verifikasi menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut 
tidak termasuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu, 
maka Pokja Pengelola Data Terpadu menyampaikan ke Dirjen 
Ketenagalistrikan dan mengikuti langkah-langkah tersebut. 
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Untuke lebih jelasnya, berikut mekanisme penanganan pengaduan 
kepesertaan subsidi
13
 : 
Gambar 4 
Mekanisme Penanganan Pengaduan Kepersertaan Subsidi 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia No. 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif 
Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. 
                                                          
13
 Ibid. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Pertimbangan Pemerintah Terhadap Kebijakan Pencabutan Subsidi 
Tarif Dasar Listrik (TDL) 
Adapun analisa penulis mengenai pertimbangan pemerintah terhadap 
kebijakan pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan 
Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 Dan Peraturan Menteri 
ESDM No. 29 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
1. Menghemat APBN 
Sesuai diagram pada gambar 1 yang bersumber pada data 
informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam gambar tersebut dijelaskan tentang belanja subsidi energi 
pada tahun 2017, bahwa pada APBN di tahun 2017 mengalami 
 
200 
 
 
 
150 
 
 
 
100 
 
 
 
50 
 
 
 
0 
211,9 
94,
6 
210,0 
100,
0 
240,0 
101,8 
60,8 
58,3 
48,7 
50,7 
32,3 
45,0 
2012 2013 2014 2015 APBNP 
2016 
APBN 
2017 
Harga ICP 
Subsidi BBM 
Subsidi Listrik 
112,7 
106,0 
40.0 
49,2 
96,5 
45,0 
Triliun Rp 
81 
 
penurunan mulai tahun 2015. Itu artinya awal program pencabutan 
subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) ini dilakukan akan lebih baik dalam 
memperbaiki dan menghemat anggaran belanja.
1
  
2. Tepat Sasaran 
Sesuai diagram pada gambar 2 data Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun November 2016 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Data Informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN. 
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Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa subsidi listrik lebih 
besar digunakan oleh kelompok kaya. Artinya subsidi yang diberikan 
kepada pemerintah tidak tepat sasaran.
2
 
Kelompok kaya lebih senang dengan adanya subsidi dari 
pemerintah, yang sebenarnya mereka mampu membayar tanpa adanya 
subsidi. Tanpa dipungkiri kelompok kaya lebih banyak kebutuhan 
sehingga listrik yang digunakan lebih besar. Berbeda dengan 
kelompok kurang mampu, mereka menggunakan listrik sesuai 
kebutuhan mereka yang sekedarnya. Sehingga disini berdasarkan 
kebijakan Pencabutan Subsidi listrik sesuai dengan Undang-Undang 
No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Bab III Pasal 4 Ayat 3 
bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana 
salah satunya bagi Kelompok masyarakat tidak mampu. Maka untuk 
mengurangi subsidi bagi kelompok Kaya, pencabutan subsidi ini akan 
lebih baik, guna memperbaiki infrastruktur dan dapat dialokasikan 
pada masyarakat yang membutuhkan listrik. 
3. Pemerataan Pemenuhan kebutuhan Listrik 
Bahwa akses aliran listrik masyarakat di Indonesia belum 
merata. Di daerah yang belum berkembang, di daerah pedesaan, dan 
di daerah-daerah terpencil masih banyak yang belum mendapatkan 
aliran listrik. Sesuai dengan Siaran Pers Nomor: 
000116.Pers/04/SJI/2016 tanggal 08 Desember 2016 Kementerian 
                                                          
2
 Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
83 
 
ESDM Republik Indonesia bahwa akses aliran listrik masyarakat di 
Indonesia belum merata dan terlihat dari angka rasio elektrifikasi 
masing-masing provinsi yang berbeda-beda, seperti di Papua rasio 
elektrifikasi masih mencapai 56,47%, sementara di Jawa rata-rata 
telaah berada di atas 90%. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri 
ESDM 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi Di Pedesaan  
Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil 
Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Untuk Skala Kecil, sehingga dengan tersebut Menteri ESDM Ignasius 
Jonan menegaskan adanya pemerataan pemenuhan kebituhan listrik 
bagi seluruh rakyat Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat serta mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan.
3
 Sama halnya dalam penentuan harga energi terdapat 
tujuan sosial (pemerataan) yaitu mendorong pemerataan melalui 
perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi 
seperti penerangan, memasak dan transportasi umum.
4
 
Sehubungan dengan ini, Kebijakan subsidi sudah merupakan bagian 
utama dari kebijakan fiskal. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan 
anggaran negara untuk program-program subsidi. Subsidi listrik merupakan 
subsidi energi. Subsidi energi diberikan dengan cara pengurangan biaya 
tagihan listrik dari yang semestinya dibayarkan. Artinya pengurangan biaya 
                                                          
3
 Siaran Pers Nomor: 000116.Pers/04/SJI/2016 Kementerian ESDM RI. 
4
 Teguh Dartanto, “BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan di Indonesia”, 
Inovasi, Vol 5 No. XVII, November 2005, hlm. 5. 
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tagihan tersebut adalah subsidi atau bantuan dari pemerintah yang kemudian 
dibayarkan oleh PT.PLN. Fungsi dari kebijakan fiskal sendiri adalah sebagai 
berikut:  
1. Fungsi Alokasi 
Sebagai fungsi alokasi, salah satu tugas pemerintah adalah 
menyediakan darang dan jasa. Penetapan alokasi penggunaan sumber 
daya ekonomis nasional untuk tujuan penyediaan barang-barang 
publik dan barang-barang privat. Barang publik disediakan oleh  
pemerintah (Negara), sedangkan barang privat disediakan oleh 
swasta.
5
 Sedangkan listrik ini merupakan barang publik, yang mana 
listrik disediakan oleh pemerintah yaitu PT.PLN (Persero) melalui 
pajak yang dipungut dalam penggunaannya yang disebut Tarif Tenaga 
Listrik atau Tarif Dasar Listrik.  
2. Fungsi Distribusi 
Pemerintah menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan 
yang adil. Konsep pemerataan hasil pembangunan merupakan dasar 
dari tugas ini. Kebijakan fiskal harus mampu menciptakan pemerataan 
pembangunan dalam masyarakat.
6
 Sehubung dengan ini, pemerintah 
mencabut subsidi listrik bagi pengguna mampu adalah sesuai dengan 
fungsi stabilitas yang berkeadilan. Selain itu guna konsep pemerataan 
pembangunan aliran listrik ini dapat tercapai, maka subsidi tersebut 
                                                          
5
 Soemarso S.R, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif, (Jakarta: Selemba Empat, 
2007), hlm. 19. 
6
 Ibid., hlm. 20. 
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dapat dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang daerahnya 
belum teraliri oleh listrik.   
3. Fungsi Stabilisasi 
Fungsi Stabilisasi adalah Fungsi APBN, fungsi ini guna menjaga 
kondisi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah.
7
 Dengan adanya pengurangan subsidi listrik dari yang 
dilakukan sebelumnya. Maka akan lebih baik dalam menjaga kondisi 
APBN, artinya jika terus-menerus subsidi dikeluarkan dalam jumlah 
besar seperti tahun-tahun sebelumnya maka tidak akan seimbang 
dengan penerimaan yang didapat pemerintah. Pembelanjaan anggaran 
akan terus meningkat dalam hal subsidi listrik saja Alokasi subsidi 
listrik semakin membesar, sehingga akan menjadi dilema dalam 
kebijakan fiskal. Subsidi akan menjadi beban bagi kebijakan fiskal.  
Maka dari itu akan lebih baiknya jika dengan adanya 
pengurangan pengeluaran subsidi listrik akan lebih memperhemat 
APBN selanjutnya dan ditambah dengan penerimaan pajak dari tarif 
listrik itu sendiri. Karena peningkatan sisi penerimaan Negara dalam 
APBN merupakan ruang fiskal (fiskal space) yang besar dalam 
mendorong fungsi fiskal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan dan pemerataan.
8
 
                                                          
7
 Ibid. 
8
 Setyo Budianto dan Wiko Saputro, “Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro 
Kemiskinan”, Jurnal Prakarsa, (Jakarta) Juni 2013, hlm. 4. 
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Dalam ilmu ekonomi kita mengenal eksternalitas. Eksternalitas 
adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak 
lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.
9
 Dan 
efeknya bisa positif atau negatif. Eksternalitas positif seperti memberikan 
bantuan berupa subsidi agar konsumen dapat menikmati manfaat atau 
eksternalitas positif yang dihasilkan Pemerintah. Jika peran dan fungsi 
pemerintah berjalan dengan baik, proses pembangunan ekonomi dan sosial 
masyarakat akan berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, karena 
dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam 
pembangunan.
10
 
Pencabutan subsidi listrik menindak lanjutin adanya kebijakan subsidi 
tepat sasaran pada tahun 2015-2017. Sesuai Nota Keuangan dan RAPBN 
2014 adalah sebagai berikut
11
: 
1. Menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran. 
2. Menyusun sistem seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran 
penerima subsidi. 
3. Menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. 
4. Mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 
kg dan LGV, serta subsidi listrik melalui pengendalian volume 
konsumsi BBM bersubsidi, dan peningkatan penggunaan energi 
                                                          
9
 Amiruddin Idris, Ekonomi Pubik, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 99. 
10
 Henry Faizal Noor, EKONOMI PUBLIK Edisi Kedua, (Jakarta:  PT Indeks Permata 
Puri Medika, 2015),  hlm. 184. 
11
 RAPBN 2014. 
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alternatif seperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), dan 
baturbara untuk pembangkit listrik (sebagai pengganti BBM). 
Pencabutan subsidi listrik ini yang merupakan subsidi energi sesuai 
dengan Gambar 1 bahwa ada hubungannya dengan ICP (Indonesian Crude 
Oil Price) atau Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia. ICP adalah 
Patokan harga minyak mentah Indonesia yang digunakan sebagai dasar 
monetisasi minyak mentah indonesia, yaitu harga rata-rata minyak mentah 
Indonesia di pasar Internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan 
bagi hasil minyak.
12
 Harga minyak yang kian melonjak tentu menjadi 
perhatian hampir seluruh negara di dunia, baik negara produsen (eksportir) 
minyak bumi maupun negara konsumen (importir). Hal tersebut 
dikarenakan peranan minyak yang sangat penting sebagai bahan bakar yang 
menggerakkan perekonomian.
13
  
Sesuai Gambar 1 pada bab III, menjelaskan bahwa  harga minyak 
pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016.
14
 Itu artinya anggaran belanja 
energi tahun 2017 yang lebih rendah dari tahun 2016 mengakibatkan 
naiknya harga minyak. Kenaikan harga minyak secara langsung akan 
                                                          
12
 Sopana, 10 Mei 2016, “Harga Minyak Mentah Indonesia/Indonesian Crude Oil Price 
(ICP)”, ketahananenergi.com, diakses dari http://www.ketahananenergi.com/2016/05/harga-
minyak-mentah-indonesia-indonesian-crude-oil-price-icp-bagian-2-dari-2-tulisan/, pada tanggal 15 
Maret 2018 pukul 19.54 WIB. 
13
 Yusraida Khairani Dalimunthe dan Cahaya Rosyidan, “Keterkaitan Harga Minyak 
Indonesia dengan Harga Minyak Dunia Melalui Koefisien Korelasi”, Jurnal Petro, (Jakarta), Vol. 
V, April 2016, hlm. 23. 
14
 Data Informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN. 
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meningkatkan biaya produksi, jasa dan beban hidup masyarakat, pada 
akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia.
15
 Sesuai dalam 
Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik 
Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) pada pasal 6 (2) ada beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, 
yaitu: 
a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah 
(kurs) 
b. Indonesia Crude Price (ICP) 
c. Inflasi 
Menurut jurnal penelitian dalam Jurnal Petro menyatakan bahwa 
fluktuasi harga minyak di pasar dunia memberikan pengaruh terhadap 
perekonomian Indonesia, khususnya harga minyak di Indonesia, hal ini 
diperkuat melalui analisis koefisien korelasi Kenaikan harga minyak ini 
tentu mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi makro, 
seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar 
riil rupiah terhadap US dolar dan suku bunga.
16
 
 
 
                                                          
15
 Teguh Dartanto, “BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan..., hlm. 3. 
16
 Yusraida Khairani Dalimunthe dan Cahaya Rosyidan, “Keterkaitan Harga Minyak 
Indonesia dengan Harga Minyak Dunia Melalui Koefisien Korelasi”, Jurnal Petro, (Jakarta), Vol. 
V, April 2016, hlm. 26. 
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B. Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) Dalam Pandangan 
Maqa>sid Asy-Syari>’ah 
Banyak sekali problematika pro dan kontra terhadap kebijakan 
pencabutan subsidi tarif dasar listrik. Dalam kebijakannya pencabutan 
subsidi ini terjadi karena terdapat pertimbangan-pertimbangan yang 
memang harus dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui PT. PLN 
(Persero). Dalam konteks kajian ilmu Us}hu>l Fiqh dan Qawa>’id Fiqh terdapat 
kaidah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan, yakni: 
 ِةَحَل أصَمألِاب ٌط أو ُنَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع مِاَم ِألْا ُفُّرَصَت 
Artinya : 
Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 
kemaslahatan.
17
 
 
Sebagaimana diketahui, bahwa syari‟at pada prinsipnya mengacu 
kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari‟at Islam (maqa>sid asy-
syari>’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut 
Al-Syatibi, perbuatan manusia haruslah sesuai dengan maksud Allah, yakni 
menjaga kemashlahatan.
18
 Kemashlahatan yang mesti dipelihara ialah 
                                                          
17
 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), hlm. 95. 
18
 Kata al- mas}lah}ah  adalah kata bahasa Arab yang berbentuk dari huruf-huruf (shād, 
lām, dan ẖa’), yang kemudian menjadi akar kata al-shalāẖ, yang berarti kebaikan dan manfaat. 
Kata al-mashlahah (bentuk mufrad/tunggal) menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak 
kebaikan dan manfaatnya. Amanullah Halim, Buku Putih Kaum Jihadis: Menangkal Ekstremisme 
Agama dan Fenomena Pengafiran, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 201. 
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kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, atau kepentingan dunia 
sekaligus kepentingan akhirat secara bersamaan. 
Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah adalah 
untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga 
kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum 
muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang 
terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Adapun 3 
kategori tersebut adalah d}aruriyya>t, ha>jiyya>t dan tahsi>niyya>t. 19 
Pencabutan subsidi listrik dalam konsep Maqa>sid Asy-Syari>’ah pada 
bab II adalah pada tingkatan ha>jiyya>t, karena ha>jiyya>t merupakan 
kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam 
kehidupannya.
20
  
Bahwa subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada 
konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari yang 
semestinya dibayarkan. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat 
yang membutuhkan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 
No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. 
PLN (Persero), bahwa penerima subsidi hanya golongan rumah tangga 
berdaya 450 VA dan golongsn rumah tangga miskin dan tidak mampu 
berdaya 900 VA. Adapun pertimbangannya sesuai pada Peraturan Menteri 
                                                          
19
 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2014), hlm. 105. 
20
 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 
123. 
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ESDM No. 28 Tahun 2016 yaitu dalam rangka peningkatan rasio 
elektrifikasi dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 yaitu 
pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran. 
Akses aliran listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Banyak 
masyarakat di daerah belum berkembang, di daerah pedesaan, dan di 
daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan aliran listrik. Mereka 
akan kesulitaan tanpa adanya aliran listrik. Karena listrik merupakan 
kebutuhan yang sangat penting dan sangat membantu dalam melakukan 
aktifitas-aktifitas keseharian bahkan dalam mendapatkan kebutuhan mereka. 
Hal tersebut merupakan madharat bagi mereka sehingga harus ditanggulangi 
oleh Pemerintah dengan kebijakan ini, sesuai dengan Qawa>’id Fiqh, 
madharat tersebut harus dicegah (diutamakan) daripada mengambil 
mashlahah, berikut kaidahnya: 
  ِدِس اَف
َ
لما ُءأرَد   يَلَع ٌم َّدَقُم ِبألَج  ِحِل اَصَمألا 
Artinya : 
menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan 
 
Maka kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi golongan kaya atau 
golongan mampu ini, subsidinya akan dialokasikan kepada mereka yang 
berada di daerah terpencil. Sehingga sesuai kebutuhan ha>jiyya>t disini akan 
mempermudah masyarakat tersebut dalam melakukan aktifitasnya, 
kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi dengan bantuan aliran listrik. 
Bahkan kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan 
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dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta dapat terlaksanakan dengan mudah karena pada 
dasarnya ha>jiyya>t merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan 
manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Begitupun dalam hal ini sesuai 
pada jangkauan maqa@s}id asy-sya>ri@’ah Yaseer Auda yaitu maqa@s}id parsial 
(maqa@s}id al-juz’iyyah), maqa@s}id parsial merupakan maksud-maksud di balik 
suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud meringankan kesulitan.
21
 
Kemashlahan umat manusia dalam hal pencabutan subsidi Tarif Dasar 
Listrik (TDL) berdasarkan PERMEN ESDM No. 28 Tahun 2016 dan 
PERMEN ESDM No. 29 Tahun 2016 adalah pemerataan pemenuhan 
kebutuhan Listrik di daerah yang belum berkembang, di daerah pedesaan, 
dan di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan 
rasio elektrifikasi di Indonesia semakin membaik guna meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat di Indonesia. Yusuf Al-Qardhawi 
memberikan pertimbangan pemerataan subsidi sesuai kaidah berikut ini
22
 :  
 َِةيرِغَّصلا ِةَحَل أصَمألا ىَلَع ِةَر أ يِبَكألا ُةَحَل أصَمألا ُم َّدَق ُت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil 
 
 
                                                          
21
 Yaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan 
Ali „Abn El-Mun‟im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 36. 
22
 Yusuf Al-Qardhawy, Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, terj. Bahruddin, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 32. 
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 ِدأر َفِةَحَل أصَم ىَلَعِةَعاَم َألْا ِةَحَل أصَم ُم َّدَق ُت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual 
 ِةَّلِقلا ِةَحَل أصَم ىَلَِع أيرِثَكألا ُةَحَل أصَم ُم َّدَق ُت 
Artinya : 
Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit 
 
Umat yaitu masyarakat Indonesia adalah kepentingan yang besar, 
kepentingan yang sosial, dan kepentingan manusia banyak. Masyarakat 
sangat butuh adanya aliran listrik dan subsidi  listrik yang diberikan oleh 
Pemerintah guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga harus 
segera didahulukan demi kemashlahatan dan kesejahteraan mereka. 
Pencabutan subsidi listrik dalam klasifikasi maqa@s}id asy-sya>ri@’ah 
sesuai dengan teori kontemporer yang telah dikemukaan oleh Yaseer Auda  
dan At}-T{a>hir bin A<syu>r yaitu Maqa@s}id Umum (al-maqa>s}id al-‘a>mmah) 
yaitu maqa@s}id yang menciptakan ketertiban, mencapai kebaikan dan 
mencegah kerusakan, persamaan dan keadilan.
23
 Kebijakan pencabutan 
subsidi listrik tepat sasaran ini sesuai dengan kebijakan listrik yang 
berkeadilan dalam memberikan subsidi bagi yang kurang mampu dan 
mencabut subsidi bagi yang mampu. Serta memberikan kemudahan dengan 
                                                          
23
 Ahmad Hafidh, “Membaca Gelombang Pemikiran Mas}lah}ah dan Implikasinya dalam 
Pengkajian Hukum Islam Kontemporer”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 2, 2009, 
hlm. 35.  
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pemerataan aliran listrik kepada masyarakat di daerah terpencil yang belum 
teraliri listrik.  
Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, 
terdapat mekanisme dan tata cara pemberian subsidi tarif dasar listrik bagi 
rumah tangga miskin dan tidak mampu yang termasuk dalam data terpadu. 
Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia 
dapat melakukan pengadukan subsidi listrik kepada PT. PLN (Persero), 
sebsidi listrik diberikan sesuai dengan data terpadu, data terpadu adalah 
sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi 
sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan 
terendah di Indonesia. Itu artinya peraturan ini memberikan kemudahan bagi 
masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi dan ingin mendapatkan aliran 
listrik sesuai pemikiran Yusuf Al-Qaradawi terhadap konsep maqa@s}id al-
shari@’ah serta aplikasinya dengan prinsip Siyasah al-Shar’iyyah. Yaitu 
menekanakan terhadap aspek keadilan, persamaan, memudahkan dan 
meringankan.
24
 
Pada Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif 
Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) dalam pasal 6 (2) 
ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan 
tenaga listrik, yaitu: 
                                                          
24
 Zulkifli Hasan, “Yusuf Al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya”, Jurnal GJAT,  
(Malaysia) Vol 3 ISSUE 1, hlm. 58. 
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a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah 
(kurs) 
b. Indonesia Crude Price (ICP) 
c. Inflasi 
Selain itu dapat diasumsikan dalam Kajian APBN Mingguan, Biro 
Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR-RI 
Edisi: I/XI/A.APBN/2015 yang berjudul “Pencabutan Subsidi Listrik: Baik 
atau Buruk ??” bahwa dijelaskan dari pencabutan subsdi listrik berdampak 
pada perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Dampak 
langsung dari pencabutan subsidi listrik adalah kenaikan tarif dasar listrik 
(TDL), yaitu karenya adanya pencambutan subsidi maka masyarakat akan 
mengalami kenaikan dalam membayar tagihan tarif listrik.  Adapun dampak 
tidak langsung adalah sebagai berikut
25
: 
1. Pencabutan subsidi listrik secara global akan menyebabkan kenaikan 
inflasi sebesar 1, 74%. 
2. Kenaikan TDL secara sektoral, berdampak negatif terhadap output, 
tenaga kerja, konsumsi rumah tangga dan tingkat harga. 
3. Pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan. 
4. Peningkatan angka kemiskinan, hasil analisis dari LPEM UI 
menyatakan bahwa dari 23 juta pelanggan yang kena getah 
pencabutan subsidi listrik, sebanyak 3 juta sampai 5 juta pelanggan 
golonggan 900 VA akan jatuh ke kelompok rentan miskin. 
                                                          
25
 Kajian APBN Mingguan, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat 
Jenderal DPR-RI Edisi: I/XI/A.APBN/2015 yang berjudul “Pencabutan Subsidi Listrik: Baik atau 
Buruk ??”. 
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Menurut jurnal penelitian dalam Jurnal Petro menyatakan bahwa 
fluktuasi harga minyak di pasar dunia memberikan pengaruh terhadap 
perekonomian Indonesia.
26
 Dampak tidak langsung tersebut salah satunya 
pada konsumsi rumah tangga, tingkat harga pada rumah tangga dan 
peningkatan angka kemiskinan pada pelanggan listrik akan semakin tidak 
terjaganya tingkatan kebutuhan d}aruriyya>t. D{aruriyya>t maksudnya adalah 
memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan 
manusia. Kebutuhan essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan essensial 
itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi 
kelima pokok tersebut.
27
 Jadi tingkat harga pada rumah tangga dan 
peningkatan angka kemiskinan pada pelanggan listrik akan dapat 
mengancam kebutuhan d}aruriyya>t, karena konsumsi rumah tangga sangat 
dibutuhkan dalam kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam 
mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok yaitu agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. 
Pertimbangan adanya pencabutan subsidi tarif dasar listrik karena 
sesuai data informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN mengalami 
                                                          
26
 Yusraida Khairani Dalimunthe dan Cahaya Rosyidan, “Keterkaitan Harga Minyak 
Indonesia dengan Harga Minyak Dunia Melalui Koefisien Korelasi”, Jurnal Petro, (Jakarta), Vol. 
V, April 2016, hlm. 26. 
27
 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) hlm. 
123. 
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penurunan mulai tahun 2015.
28
 Jadi dengan demikian pencabutan subsidi 
akan menghemat APBN dan lebih dialihfungsikan untuk pembangunan 
infrastruktur yang lebih bermanfaat lainnya. Berhubungan dengan 
Anggararan Belanja Negara berhubungan dengan Harta Negara. 
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan baik itu 
manusia atau kelompok. Sumber kekayaan yang menyerupai ini ditentukan 
oleh  kemampuan manusia dan usaha untuk mengolahnya.
29
 H{ifz{ al-Ma<l 
dalam melihat kebijakan pencabutan subsidi ini sesuai dengan apa yang 
seharusnya lebih diprioritaskan untuk dikeluarkan anggaran Negara untuk 
masyarakat. Karena dengan menghemat APBN dan untuk pembangunan 
infrastruktur lebih bermanfaat dari pada subsidi yang tidak tepat sasaran.  
 
                                                          
28
 Data Informasi APBN 2017 Direktorat Penyusunan APBN. 
29
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati (Kuwais), 
(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 188. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada penjelasan analisis data, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berkut: 
1. Pertimbangan pemerintah terhadap kebijakan Pencabutan Tarif Dasar 
Listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 
tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN 
(Persero) dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah 
Tangga adalah sebagai berikut: 
1. Menghemat APBN 
2. Tepat Sasaran 
3. Pemerataan Pemenuhan kebutuhan Listrik 
Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme 
Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga berisi 
tentang mekanisme dan tata cara pemberian subsidi tarif dasar listrik 
bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu yang termasuk dalam data 
terpadu, data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama 
dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi 
dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan 
tenaga listrik, yaitu: 
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a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang 
Rupiah (kurs) 
b. Indonesia Crude Price (ICP) 
c. Inflasi 
2. Pencabutan Subsidi Listrik ini sesuai dengan maqa>sid asy-syari>’ah 
pada konsep Maqa@s}id Umum (al-maqa>s}id al-‘a>mmah) yaitu maqa@s}id 
yang menciptakan keadilan dan kemudahan dalam kebutuhan 
masyarakat.  Kebijakan pencabutan subsidi listrik tepat sasaran sesuai 
dengan kebijakan listrik yang berkeadilan yaitu memberikan subsidi 
bagi yang kurang mampu, mencabut subsidi bagi yang mampu, dan 
memberikan kemudahan dengan pemerataan aliran listrik kepada 
masyarakat di daerah terpencil yang belum teraliri listrik. 
B. Saran 
 
Setelah memperhatikan kebijakan pencabutan subsidi listrik yang 
dilakukan oleh pemerintah, maka saran yang harus diperbaiki dalam rangka 
pelaksanakan kebijakan subsidi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Mengingat bahwa listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting 
dan mempengaruhi kehidupan di masyarakat, karena tanpa listrik 
masyarakat sangat kesulitan untuk melakukan aktifitasnya. Subsidi 
yang disediakan pemerintah lebih dipantau kembali apakah sudah 
benar-benar sesuai tujuan pemerataan kebutuhan listrik dan alokasi 
listrik tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
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kemakmuran rakyat serta pembangunan infrastrutur yang lebih baik 
sesuai dengan keluar masuknya dana pada APBN.   
2. Jika dilihat pada Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang 
Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero), bahwa 
tarif listrik daya 900 VA-RTM, daya 1.300 VA, daya 2.200 VA, daya 
3.500 VA, dan 6.600 VA adalah sama pada biaya yaitu 
Rp.1.352/KWh. Menurut penulis pengguna daya 900VA-RTM disini 
banyak sekali yang merasa keberatan dengan adanya pencabutan 
subsidi listrik Karena kategori mampu dan tidak mampu setiap orang 
adalah relatif dan berbeda. Apalagi didaerah Jawa dan Luar Jawa tentu 
beda. Menurut masyarakat yang kategori sederhanapun banyak yang 
mengalami keberatan dengan adanya naiknya pembayaran listrik 
tanpa subsidi. Jadi pemerintah diharapkan untuk lebih terbuka dan 
transparan mengenai data yang mendapatkan subsidi sesuai dengan 
data terpadu dengan cara sosilisasi disetiap Kelurahan/Desa. 
3. Disisi lain juga diharapkan kepada pemerintah dengan bantuan PT. 
PLN (Persero) disetiap Kabupaten/Kota memberikan sosialisasi 
kepada Desa-desa tentang adanya pencabutan subsidi listrik dan 
mekanisme pemberian subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu. 
Agar masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi mengetahui 
mekanismenya. 
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Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan 
 
 
 
Provinsi    :         
Kabupaten/Kota   :         
Kecamatan    :         
Desa/kelurahan   :         
Jumlah Dusun/RW/Lingkungan :         
Nama  Kepala 
Rumah Tangga 
Nomor Induk 
Kependudukan 
(NIK) 
Pelanggan 
PLN 
( Ya / Tidak) 
Jenis 
Pengaduan 
Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Keterangan: Isian Kolom 4 
1. Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi  
2. Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi   
3. Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi  
         
Keterangan dalam rekapitulasi diatas dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pemerintah. 
 
 
 
 
 
Kepala Desa/Lurah
(*) 
 
 
 
tanda tangan & stempel 
(                                                               ) 
 
Catatan: *) Coret yang tidak sesuai 
  
   
  
 
 
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN 
Desa/Kelurahan …………….…, Kecamatan ……………………… 
Kabupaten/Kota …………………………. 
 
Pada tanggal ……. - …… bulan …..…. tahun 2017 telah diserahterimakan ……….. pengaduan 
kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.  
Demikian berita acara ini di buat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam 
pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. 
 
Kepala Desa/Lurah …………………….. 
 
 
 
 
(Nama Terang)  
 
       
Lampiran:  
Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga 
Catatan: Berita acara ini dibuat rangkap 2: 
Lembar 1 untuk PLN & Lembar 2 untuk arsip desa/kelurahan  
 
  
  
 
 
 
 
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA … 
USULAN  RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK  
TEPAT SASARAN  
Desa …………….…, Kecamatan ……………………… 
Kabupaten/Kota …………………………. 
 
Pada tanggal …..…bulan …..…….. tahun 2017 telah diusulkan rumah tangga penerima subsidi 
listrik di desa……………..… berdasarkan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik 
Tepat Sasaran sebagaimana daftar terlampir. 
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah  dalam 
pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. 
 
1. Kepala Desa ………………       (………………..) 
2. Ketua BPD…………        (………………..) 
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa……………   (………………..) 
 
 
   
  
 
 
DAFTAR NAMA  
USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK 
TEPAT SASARAN 
 
NO NAMA RT/RW 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12   
13.   
14.   
15.   
Pimpinan Musyawarah Desa 
 
 
 
Ttd 
 
 
(Ketua BPD) 
1 Nama Pelapor*
2 Nomor KPS / KKS
3 Nomor Telepon/HP
4 Dusun / Lingkungan*
5 Alamat *
No RT RW Kode Pos
6 Desa/Kelurahan"
7 Kecamatan
8 Kabupaten/Kota
9 Provinsi
10 Status Kepemilikan Listrik * 1 Pelanggan PLN No Pelanggan / ID Pelanggan
2 Bukan Pelanggan PLN
   Listrik Non PLN    Tidak Memiliki Listrik 
11 Jenis Pengaduan: * 1    Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi (Pasang Baru)
2    Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan)
3    Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi (Pelanggan).
12 Kepemilikan: * A    Mobil Jumlah   Unit
B    Sepeda Motor Jumlah   Unit
C    Kapal Motor Jumlah   Unit
13 Pemanfaatan listrik di rumah* A. Usaha Produktif    Ya   Tidak
B. Penerangan    Ya   Tidak
C. Pemanas Air    Ya   Tidak
D. Komputer    Ya   Tidak
E. Lemari Es    Ya   Tidak
F. AC    Ya   Tidak
G. Televisi    Ya   Tidak
Catatan: * Wajib diisi
FORMULIR INI DAPAT DI DOWNLOAD DI WWW.SUBSIDI.DJK.ESDM.GO.ID SECARA GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA
KETERANGAN PELAPOR
FORMULIR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA 
PERNYATAAN
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 
1.       Informasi yang saya berikan adalah benar dan dapat digunakan untuk keperluan pemerintah.
2.       Jika dikemudian hari informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka formulir ini dinyatakan tidak sah.
( …………………………………………………………………………….)
Tandatangan & Nama Jelas
(1)
 
Tid
Kolom (3) Kolom (4) 3. SMA/Sederajat Kolom (5) Kolom (6) 4.Buruh / karyawan / pegawai swasta
1.  Laki-laki 0. Tidak punya ijazah 4. D1 / D2 / D3 1. Bekerja 1.Berusaha sendiri 5.PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD
2.  Perempuan 1. SD/Sederajat 5. D4/S1 2. Sementara tidak bekerja 2.Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar 6.Pekerja bebas
2. SMP/Sederajat 6. S2/S3 3. Tidak Bekerja 3.Berusaha dibantu buruh tetap / dibayar 7.Pekerja keluarga / tidak dibayar
Ijazah 
tertinggi 
yang 
dimiliki […]
(4)
NIK: 
NO ART Nama Anggota Rumah Tangga dan NIK
(2)
Jenis 
Kelamin
(3)
6
NIK: 
FORMULIR INI DAPAT DI DOWNLOAD DI WWW.SUBSIDI.DJK.ESDM.GO.ID SECARA GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA
4
NIK: 
DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS
8
NIK: 
5
NIK: 
Apakah [...] 
bekerja / 
membantu 
bekerja 
selama 
seminggu 
terakhir
Apa status 
kedudukan 
dalam 
pekerjaan 
utama
(6)(5)
2
NIK: 
NIK: 
1
3
7
NIK: 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama    : Farchana Haryumeinanda 
2. NIM    : 142.111.126 
3. Tempat, Tanggal Lahir  : Magetan, 18 Mei 1996 
4. Jenis Kelamin   : Perempuan 
5. Alamat    : KPR Asabri I Rt. 03/05 Tawanganom, 
Magetan 
6. Nama Ayah   : Haryoto 
7. Nama Ibu   : Yuni Silamiswanti 
8. Riwayat Pendidikan  :  
a. SD Negeri Sukowinangun 1 Magetan Lulus Tahun 2009 
b. MTS An-Najihah Babussalam Madiun Lulus Tahun 2011 
c. MA Negeri 3 Magetan Lulus Tahun 2014 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2014 
Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenanrnya. 
 
 
       Surakarta, 18 Mei 2018 
        Penulis 
